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ABSTRAK

KEEFEKTIFAN INSPEKTORAT DALAM PELAKSANAAN
PENGAWASAN INTERNAL
DI PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

SUPRIADI
Supriadi739%@gmail.com

Program Pasca sarjana
Universitas Terbuka

Permasalahan yang terjadi dalam peneitian ini adalah masih banyak temuan-
temuan hasil pemeriksaan pihak external, pengaduan masyarakat, kasus korupsi
yang menimpa beberapa pejabat dan laporan keuangan yang masih mendapatkan
Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Penelitian ini menjadi penting karena
untuk menganalisa keefektifan Inspektorat. dalam pelaksanaan pengawasan
internal di Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Metode Penelitian ini dilakukan
secara kualitatif dengan berpedoman pada teori pengawasan yang efektif
sebagaimana dikemukakan oleh Mihret dan Yismaw (2007). Tehnik Analisa data
yang digunakan adalah tehnik deskriptif. Subjek penelitian adalah informan pada
inspektorat Kabupaten Musi Rawas. Data primer diambil dengan melakukan
wawancara yang mendalam terbadap responden, observasi secara langsung
dilapangan dan dokumentasi terhadap hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka
pelaksanaan pengawasan internal. Data sekunder diperoleh dari dokumen-
dokumen, buku yang berkaitan dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini
didapatkan temuan bahwa rekomendasi hasil audit masih ada yang belum
dimengerti oleh auditi dan belum bisa digunakan untuk perbaikan dimasa datang
dan dukungan manajemen puncak masih kurang terkait ketersediaan dana dan
proses rekruitmen SDM. Serta pengaturan Organisasi Masih kurang. Sedangkan
attribut auditi sudah mendukung dalam -proses pengawasan. Kesimpulan dari
penelitian ini bahwa pengawasan yang dilaksakanakan Inspektorat Kabupaten
Musi Rawas Kurang efektif.

Kata Kunci : Keefektifan, Audit Internal, Inspektorat
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ABSTRACT

INEFECTORATE IN IMPLEMENTATION OF INTERNAL CONTROL IN THE
GOVERNMENT OF MUSI RAWAS DISTRICT

SUPRIADI
Supriadi739%@gmail. com

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

Problems that occur in this research are still many findings of external
examination results, public complaints, corruption cases that befell some officials
and financial statements that still get the Fair With Exception Opinion (WDP).
This research is important because to analyze the effectiveness of Inspectorate in
the implementation of internal control in Musi Rawas Regency
Government Methods This study was conducted qualitatively by referring to the
theory of effective supervision as proposed by Mihret and Yismaw (2007).
Technique Data analysis used is descriptive technique. The subject of the research
is the informant at the Inspectorate of Musi Rawas Regency, Primary data is taken
by conducting in-depth interviews of respondents, direct field observation and
documentation of the things that have been done in the framework of the
implementation of internal supervision. Secondary data is obtained from
documents, books relating to research. The results of this study found that the
recommendations of the audit results still exist that have not been understood by
the audite and can not be used for future improvement and top management
support is still less related to the availability of funds and the process of
recruitment of human resources. And Organizational settings are still lacking.
While the attributes auditi already support in the process of supervision. The
conclusion of this research is that the supervision done by Inspectorate of Musi
Rawas Regency is less effective.

Keywords: Effectiveness, Internal Audit, Inspectorate
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c. Mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bermartabat;
d. Mendorong percepatan pembangunan yang ekonomis, efektif, efisien

dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

b. Tugas Pokok Dan Fungsi inspektorat

Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Musi Rawas adalah melaksanakan

audit intern terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Musi Rawas, yang paling kurang meliputi:

1)

2)

3)

5)

6)

Menyusun dan melaksanakan rencana audit intern tahunan, termasuk
mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang diawasi
(audit universe) serta data/dokumen yang diperlukan;

Melakukan audit ketaatan (compliance audif) untuk memastikan bahwa
semua prosedur/ area yang diaudit telah sesnai dengan peraturan, ketentuan,
dan prosedur yang berlaku;

Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem
manajemen risiko sesuai kebijakan pemerintah;

Melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan
kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang
keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, sarana
prasarana, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;

Melakukan audit atas ekonomis, efisiensi dan efektivitas (value for money
audir), evaluasi atas program, dan evaluasi kebijakan pemerintah;

Melakukan pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggungjawab
manajemen, mencakup antara lain pelatihan, reviu pengembangan sistem,

penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja;

76




7)

8)

9)
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Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan
yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;

Membuat laporan hasil audit inten dan menyampaikan laporan tersebut
kepada pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan auditi;
Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut

perbaikan yang telah disarankan;

10) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit intern yang

dilakukan;

11) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Supaya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan tugas

pokoknya dengan efektif, harus menjalankan fungsi:

1y

2)

3)

Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi,
dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi
pemerintah;

Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah; dan

Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas

dan fungsi instansi pemerintah.

c. Kewenangan Inspektorat Kabupaten Musi Rawas

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara

memadai, Inspektorat Kabupaten Musi Rawas memiliki kewenangan untuk :

1) Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset,

dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi aundit

intern;

77




2)

3)

4)

S)

6)

7)
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Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja
yang meryjadi obyek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam
rangka pelaksanaan audit intern;

Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi
dengan Bupati dan berkoordinsi dengan Pimpinan lainnya;

Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
Mengalqkasikati sumber daya Inspektorat Kabupaten Musi Rawas serta
menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup audit intern;

Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit
intern;

Meminta dan memperoleh dukungan dan/ atau asistensi yang diperlukan, baik
yang berasal dari internal maupun eksternal pemerintah Kabupaten Musi

Rawas dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern;

d. Tanggung Jawab Inspektorat Kabupaten Musi Rawas

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten
Musi Rawas bertanggungjawab untuk:

1) Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan
profesionalisme auditor, kualitas proses audit intern, dan kualitas hasil
audit intern dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;

2) Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Andit
Tahunan yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala
prioritas dan sasaran audit intern dengan mempertimbangkan
ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan

memutakhirkan data semua unit kerja yang diawast.
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3) Menjamin kecukupan dan ketersedieaan sumber daya sehingga dapat

menyelenggarakan fungsi audit intern secara optimal;

4) Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit intern;

9) Menyampaikan laporan hasil audit intern dan laporan berkala aktivitas

fungsi audit intern.

¢. Tujuan, Sasaran dan lingkup audit Intern Inspektorat Kabupaten Musi

Rawas.

Tujuan penyelenggaraan audit intern oleh Inspektorat Kabupaten Musi
Rawas adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan
sasaran, yaitu:

1) Meningkatkan ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian
tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah
Daerah Kabupaten Musi Rawas;

2) Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten
Musi Rawas;

3} Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi
Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas yang bersih dan bebas dar
praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);

Untuk mencapai tujuan fungsi audit interm tersebut, maka lingkup audit
mtern Inspektorat Kabupaten Musi Rawas paling kurang meliputi:

1} Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan
bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah sesuai ketentuan;
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2)

3)

4)

S)
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Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, yang mencakup audit kinerja atas
pengelolaan keuangan negara/daerah dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas
dan fungsi organisasi/program/kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Musi Rawas;

Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Musi
Rawas, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan reviu atas
laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi/program/kegiatan
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, seperti evaluasi atas
Sistern Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan
dana dekonsentrasi/perbantuan, serta evaluasi laporan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah (LAKIP) Satuan Perangkat Pemerintah Daerah (SKPD)
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;

Pemantavan dan aktivitas audit intern lainnya yang berupa asistensi,
sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi

pemerintah daerah.

f. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Musi Rawas

Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, tugas dan fungsi Inspektorat

Kabupaten Musi rawas Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Musi

Rawas, maka struktur organisasi Inspektorat sebagai Lembaga teknis Daerah

merupakan unsur pendukung tugas Bupati Musi Rawas dibidang pengawasan,

yaitu :
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1. Inspektur
2. Sekretariat, membawahi :
[. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
3. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan
Hidup

4. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Perekonomian;
Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Sosial Budaya dan
Kesejahteraan Rakyat
1. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Khusus dan Pengaduan
Masyarakat; dan
2. Jabatan Fungsional.
Bagan 4.1

Bagan Struktur Organisasi
Inspektorat Kabupaten Musi Rawas

INSPEKTUR
H
Sekretaris
SUBBAG Umum SUBBAG SUBBAG Percncanaan
& Kepegawaian Keuangan dan Aset &Pelaporan
| I | ]
IRBAN Infrastruktur IRBAN Sosbud dan IRBAN Bidamg Khusus
dan pengawasan kesejahternan rakyat IRBAN Perckonomian dan Pengaduan Masyaraknt
AUDITOR AUDITOR AUDITOR AUDITOR

Sumber : Dokumentasi Inspektorat
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1). Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan

urusan administrasi perkantoran, umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan,

urusan perlengkapan, serta pembinaan dan koordinasi penyusunan program dan

kegiatan Inspektorat.

a)
b)

c)

d)

8)

2).

Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada Inspektorat;
Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan Inspektorat;
Penyelenggaraan  pengelolaan administrasi  perkantoran, administrasi
keuangan, dan administrasi kepegawaian;

Pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan
masyarakat;

Pelaksanaan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan Inspektorat;
Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
Inspektorat; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Subbagian Perencanaan

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Subbagian,

mempunyai tugas :

a) Menyusun rencana dan anggaran Inspektorat;

b) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan

Inspektorat;
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c) Menyusun rencana strategis, rencana kerja, program dan kegiatan
Inspektorat;

d) Menyusun laporan kinerja serta menyusun dokumen SAKIP Inspektorat;

€) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
Inspektorat; dan

f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

3). Subbagian Keuangan dan Aset
Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin Kepala Subbagian, dengan tugas :

a) Menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan
Inspektorat;

b) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan aset Inspektorat;

¢) Melaksanakan kegiatan pembendaharaan, verifikasi dan pembukuan anggaran
keuangan Inspektorat; |

d) Menyusun laporan realisasi keuangan, menyusun laporan keuangan akhir
tahun;

e) Melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara;

f) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian serta mutasi aset
Inspektorat; dan

g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

4). Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian,

mempunyai tugas :

83




d)

g)

h)

)

k)

43418.pdf

Menyusun rencana kegiatan urusan umum dan kepegawaiarn;

Melaksanakan pemeiiharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan
perlengkapan kantor dan aset lainnya;

Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan  sarana dan
prasarana dilingkungan Inspektorat;

Melaksanakan urusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan
inventarisasi barang-barang inventaris;

Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
perlengkapan Inspektorat;

Melaksanakan urusan umum, keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan
rapat-rapat dinas dan dokumentasi;

Melaksanakan pengelolaan  administrasi  perkantoran, administrasi
kepegawaian, administrasi kearsipan dan perpustakaan Inspektorat:
Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan pelayanan administrasi
kepegawaian;

Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis
dan fungsional;

Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
bidang tugasnya; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

5). Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan

Hidup

Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan
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hidup dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu, mempunyai tugas membantu

Inspektur dalam pelaksanaan pengawasan internal terhadap pengelolaan tugas dan

fungsi, akuntabilitas kinerja dan keuangan dan pengelolaan kepegawaian serta

perencanaan dan pemanfaatanBarang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
bidang infrastruktur meliputi pembangunan, pekerjaan umum, ciptakarya dan tata
ruang, permukiman, pengairan, unit layanan pengadaan, perlengkapan,
komunikasi dan perhubungan, lingkungan hidup dan kehutanan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan

Hidup dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi :

a. Pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern
dan pedoman fasilitasi pengawasan intern terhadap akuntabilitas kewangan
daerah dan pembangunan daerah, pengelolaan tugas pokok dan fungsi,
akuntabilitas kinerja, daﬁ pengelolaan kepegawaian, serta perencanaan dan
pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah bidang infrastruktur
dan lingkungan hidup;

b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang pengawasan terhadap
terhadap akuntabilitas keuangan daerah dan pembangunan daerah,
pengelolaan tugas dan fungsi,l akuntabilitas kinerja, dan pengelolaan
kepegawaian, serta perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah pada
perangkat daerah bidang infrastruktur dan lingkungan hidup;

c. Pengoordinasian dalam program kerja pengawasan tahunan perangkat daerah

bidang infrastruktur dan lingkungan hidup;
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Pengawasan intern terhadap akuntabilitas penerimaan dan akuntabilitas
pengeluaran keuangan dan program pembangunan daerah dan/atau kegiatan
lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran daerah
pada perangkat daerah bidang infrastruktur dan lingkungan hidup;
Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset
daerah, pengelolaan kepegawaian pada perangkat daerah bidang infrastruktur
dan lingkungan hidup;

Pengawasan intern terhadap ketaatan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi, program/kegiatan pada perangkat daerah bidang
infrastruktur dan lingkungan hidup;

Pengawasan intern terhadap hibah dan bantuan sosial pada perangkat daerah
bidang infrastruktur dan lingkungan hidup;

Pengawasan intern untuk tujuan tertentu atas perintah inspekiur pada
perangkat daerah bidang infrastruktur dan lingkungan hidup;

Pelaksanaan reviu atas dokumen perencanaan dan rencana kerja anggaran
serta laporan keuangan pada perangkat daerah bidang infrastruktur dan
lingkungan hidup;

Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan intern terhadap akuntabilitas
keuangan daerah dan pembangunan daerah, pengelolaan tugas pokok dan
fungsi, akuntabilitas kinerja, dan pengelolaan kepegawaian, serta
perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah
bidang infrastruktur dan lingkungan hidup;

Pelaksanan evaluasi sistem pengendalian intern pemerintah pada perangkat

daerah bidang infrastruktur dan lingkungan hidup;
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Pelaksanaan pengawalan reformasi birokrasi pada perangkat daerah bidang
infrastruktur dan lingkungan hidup;

. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean
goverment dan pelayanan publik pada perangkat daerah bidang infrastruktur
dan lingkungan hidup;

Pengawasan dalam rangka tugas pembantuan pada perangkat daerah bidang
infrastruktur dan lingkungan hidup;

Pemberian pendampingan, asistensi dan fasilitasi atas penyusunan laporan
kevangan dan kinerja pada perangkat daerah bidang infrastruktur dan
lingkungan hidup;

Pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan laporan hasil pengawasan
akuntabilitas keuangan daerah dan pembangunan daerah, pengelolaan tugas
dan fungsi, akuntabilitas kinerja_, dan pengelolaan kepegawaian, serta
perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah
bidang infrastruktur dan lingkungan hidup; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Inspektur sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Perekonomian dipimpin oleh

seorang Inspektur Pembantu, mempunyai tugas membantu Inspektur dalam

pelaksanaan pengawasan internal terhadap pengelolaan tugas dan fungsi,

akuntabilitas kinerja dan keuangan dan pengelolaan kepegawaian, serta

perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah bidang

perekonomian meliputi perencanaan dan anggaran, ekonomi dan keuangan,

pendapatan pajak dan retribusi daerah, pertanian, perikanan, peternakan,
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perkebunan, perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi dan usaha kecil

menengah, sumber daya mineral, penanaman modal dan investasi, badan usaha

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6). Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Perekonomian

Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Perekonomian dalam

menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi :

a.

Pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern
dan pedoman fasilitasi pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan
dacrah dan pembangunan daerah, pengelolaan tugas pokok dan fungsi,
akuntabilitas kinerja, dan pengelolaan kepegawaian, serta perencanaan dan
pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah bidang
perekonomian;

Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang pengawasan terhadap
terhadap akuntabilitas keuangan daerah dan pémbangunan daerah,
pengelolaan tugas pokok dan fungsi, akuntabilitas kinerja, dan pengelolaan
kepegawaian, serta perencanaan dan pemanfaatan barang milik dacrah pada
perangkat daerah bidang perekonomian;

Koordinasi dalam program kerja pengawasan tahunan perangkat daerah
bidang perckonomian;

Pengawasan intern terhadap akuntabilitas penerimaan dan akuntabilitas
pengeluaran keuangan dan program pembangunan daecrah dan/atau kegiatan
lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran daerah

pada perangkat daerah bidang prekonomian;
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Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset
daerah, pengelolaan kepegawaian pada perangkat daerash bidang
perekonomian;

Pengawasan intern terhadap ketaatan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi, program/kegiatan pada perangkat daerah bidang
perekonomian;

Pengawasan intern terhadap hibah dan bantuan sosial pada perangkat daerah
bidang perekonomian;

Pengawasan intern untuk fujuan tertentu atas perintah inspektur pada
perangkat daerah bidang perekonomian;

Pelaksanaan reviu atas dokumen perencanaan dan rencana kerja anggaran
serta laporan keuangan pada perangkat daerah bidang perekonomian;
Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan pemerintah kabupaten;
Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan intern terhadap akuntabilitas
keuangan daerah dan pembangunan daerah, pengelolaan tugas pokok dan
fungsi, akuntabilitas kinerja, dan pengelolaan kepegawaian, serta
perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah
bidang perekonomian;

Pelaksanan evaluasi sistem pengendalian intem pemerintah pada perangkat
daerah bidang perekonomian;

. Pelaksanaan pengawalan reformasi birokrasi pada perangkat daerah bidang

perekonomian;
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Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean
goverment dan pelayanan publik pada perangkat daerah bidang
perekonomian;

Pengawasan dalam rangka tugas pembantuan pada perangkat daerah bidang
perekonomian;

Pemberian pendampingan, asistensi dan fasilitasi atas penyusunan laporan
keuangan dan kinerja pada perangkat daerah bidang pérekonomian;
Pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan laporan hasil pengawasan
akuntabilitas keuangan daerah dan pembangunan daerah, pengelolaan tugas
pokok dan fungsi, akuntabilitas kinerja, dan pengelolaan kepegawaian, serta
perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah
bidang perekonomian; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Inspektur sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Sosial Budaya dan
Kesejahteraan Rakyat

Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan

Rakyat dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu, mempunyai tugas membantu

Inspektur dalam pelaksanaan pengawasan intern terhadap pengelolaan tugas

pokok dan fungsi, akuntabilitas kinerja dan keuangan den pengelolaan

kepegawaian, serta perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah pada

perangkat daerah bidang sosial budaya dan kesejateraan rakyat meliputi

pendidikan, kesehatan dan rumah sakit, keluarga berencana, kependudukan,

sosial, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan

90




43418.pdf

anak, kepustakaan dan arsip, transmigrasi dan tenaga kerja, agama,

ketertiban’keamanan dan perlindungan masyarakat, pemerintahan kecamatan,

pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan

Rakyat dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi :

a  Pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern

b.

dan pedoman fasilitasi pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan
daerah dan pembangunan daerah, pengelolaan tugas pokok dan fungsi,
akuntabilitas kinerja, dan pengelolaan kepegawaian, serta perencanaan dan
pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah bidang sosial budaya
dan kesejateraan rakyat;

Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang pengawasan terhadap
terhadap akuntabilitas keuangan daerah dan pembangunan daerah,
pengelolaan tugas pokok dan fungsi, akuntabilitas kinerja, dan pengelolaan
kepegawaian, serta perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah pada
perangkat daerah bidang sosial budaya dan kesejahteraan rakyat;

Koordinasi dalam program kerja pengawasan tahunan pada perangkat daerah
bidang sosial budaya dan kesejahteraan rakyat;

Pengawasan intern terbadap akuntabilitas penerimaan dan akuntabilitas
pengeluaran keuangan dan program pembangunan daerah dan/ atau kegiatan
lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran daerah

pada perangkat daerah bidang sosial budaya dan kesejahteraan rakyat;
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Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset
daerah, pengelolaan kepegawaian pada perangkat daerah bidang sosial
budaya dan kesejahteraan rakyat;

Pengawasan intern terhadap ketaatan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi, program/kegiatan pada perangkat daerah bidang
sosial budaya dan kesejahteraan rakyat;

Pengawasan intern terhadap hibah dan bantuan sosial pada perangkat daerah
bidang sosial budaya dan kesejahteraan rakyat;

pengawasan intern untuk tujuan tertentu atas perintah inspektur pada
perangkat daerah bidang sosial budaya dan kesejahteraan rakyat;

Pelaksanaan reviu atas dokumen perencanaan dan rencana kerja anggaran
serta laporan keuangan pada perangkat daerah bidang sosial budaya dan
kesejahteraan rakyat;

Pelaksanaan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Kabupaten;

Pengokordinasian pelaksanaan pengawasan interm terhadap akuntabilitas
keuvangan dacrah dan pembangunan daerah, pengelolaan tugas pokok dan
fungsi, akuntabilitas kinerja, dan pengelolaan kepegawaian, serta
perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah
biciang sosial budaya dan kesejahteraan rakyat;

Pelaksanan evaluasi sistem pengendalian intern pemerintah pada perangkat
daerah bidang sosial budaya dan kesejahteraan rakyat;

. Pelaksanaan pengawalan reformasi birokrasi pada perangkat daerah bidang

sosial budaya dan kesejahteraan rakyat;
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Pe<ngawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean
goverment dan pelayanén publik pada perangkat daerah bidang sosial budaya
dan kesejahteraan rakyat;

Pengawasan dalam rangka tugas pembantuan pada perangkat daerah bidang
sosial budaya dan kesejateraan rakyat;

Pemberian pendampingan, asistensi dan fasilitasi atas penyusunan laporan
keuangan dan kinerja pada perangkat daerah bidang sosial budaya dan
kesejahteraan rakyat;

Pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan laporan hasil pengawasan
akuntabilitas keuangan daerah dan pembangunan daerah, pengelolaan tugas
pokok dan fungsi, akuntabilitas kinerja, dan pengelolaan kepegawaian, serta
perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah
bidang sosial budaya dan kesejahteraan rakyat; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Inspektur sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

8). Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Khusus

Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Khusus dipimpin oleh seorang

Inspektur Pembantu, mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melakukan

pengawasan terhadap pemerintahan kecamatan dan desa, pencegahan korupsi,

pengawasan tujuan tertentu atas permintaan dan pengaduan masyarakat, audit

terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan

daerah, audit penghitungan kerugian keuangan daerah dan pemberian keterangan

ahli berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Khusus dan Pengaduan Masyarakat

dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi :
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Pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan
pengaduan masyarakat;

Penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan pengawasan tujuan
tertentu dan pengaduan masyarakat;

Penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan teknis pengawasan khusus
dan pencegahan korupsi pada Perangkat Daerah dan Desa;

Pelaksanaan pengawasan intern atas pengelolaan tugas pokok dan fungsi,
keuangan, kepegawaian, dan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Kecamatan;

Pelaksanaan pengawasan intern atas Laporan Keuangan Desa;

Pelaksanaan pengawasan intern atas kasus-kasus pengaduan masyarakat;
Pelaksanaan audit dugaan pelanggaran disiplin aparatur dan kasus perceraian;
Pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu sesuai penugasan Bupati;
pelaksanaan audit atas kasus-kasus yang berindikasi merugikan keuangan
Negara/Daerah/Desa;

Pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah dan
pemberian keterangan ahli;

Koordinasi pengawasan internal dengan aparat fungsional internal pemerintah
dan BPK R, serta Aparat Penegak Hukum;

Pelaksanaan kegiatan pengawasan khusus lainnya berdasarkan penugasan
pemerintah sesuai peraturan perundang—uﬁdangan; dan

. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Inspektur sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
Jabatan Fungsional terdiri dari :
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a. Jabatan Fungsional Auditor (JFA);
b. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di
Daerah (JFP2UPD);, dan

¢. Jabatan fungsional tertentu lainnya sesuai dengan bidang keahliannya.

B. Analisis Keefektifitas Pengawasan Inspektorat Pemerintah Kabupaten
Musi Rawas

Inspektorat Kabupaten Musi Rawas merupakan Aparat Pengawasan Internal
Pemerintah (APIP) mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan intern
terhadap seturuh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan
kerja perangkat daerah kabupaten yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten. Pengawasan intern dimaksud melalui audit, reviu,
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Begitu luasnya objek pengawasan Inspektorat terutama ditingkat
Pemerintah Desa dan unit sekolah, maka dengan segala keterbatasan yang ada,
baik tenaga, waktu dan dana, Inspektorat Kabupaten Musi Rawas memperhatikan
skala prioritas dalam pelaksanaan pengawasannya, sehingga tidak semua objek
pengawasan dimaksud dapat dilakukan pembinaan dan pengawasan. Pelaksanaan
pembinaan dan pengawasan berdasarkan kebijakan pengawasan dan dijabarkan
dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat setiap tahunnya.

Inspektorat sebagai Lembaga teknis Daerah dibidang pengawasan
mempunyai wilayah pengawasan yang Iuas yakni meliputi seluruh SKPD dan
Unit Kerja dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas seluruh SKPD dan
Unit Kerja dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan rincian
sebagai berikut :
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Tabel SKPD dan Unit Kerja dalI;b::ﬂt;ah Pemerintah Kabupaten Musi
Rawas
Satuan Kerja Jumlah

» Sekretariat Daerah 1
» Sekretariat DPRD 1
> Sekretanat Korpri 1
» Inspektorat 1
» Badan 11
» Dinas 19
» Kantor 2
> BLUD 2
» Kecamatan 14
» Satuan Pol.PP dan Linmas 1
» BUMD 2

Jumlah 55

Jumlah tersebut belum termasuk objek pengawasan Pemerintahan Desa
sebanyak 186 Desa, Kelurahan sebanyak 13, UPTD sebanyak 112 dan Sekolah
sebanyak 378 sekolah (TK SD, SMP, SMA/Kejuruan) yang tersebar di seluruh
Kabupaten Musi Rawas.

Inspektorat Kabupaten Musi Rawas memainkan peran yang sangat penting
untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam
menyelenggarakan pemerintahan di daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran
Inspektorat Daerah menjadi pilar yang mempunyai tugas sebagai pengawas
sekaligus pengawal dalam ﬁelaksanaan program pemerintah daerah yang tertata
dan tertuang dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk

menunjang agar pelaksanaan tugas darn Inspektorat dalam melakukan fungsi
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pengawasan dapat berjalan secara maksimal, diperlukan adanya kinerja yang lebih

intensif dan optimal dari Inspektorat demi optimalisasi tugas serta tanggungjawab.

Kinerja dari Inspektorat Dacrah sangat penting, oleh karena dengan adanva

kinerja maka tingkat pencapaian hasil akan terlihat melalui tugas dan wewenang

yang diberikan dapat dilaksanakan secara maksimal.

Berdasarkan hasil observasi awal dengan menganalisa Renstra Inspektorat

kabupaten Musi rawas Tahun 2016 — 2020 ada beberapa permasalahan-

permasalahan strategis yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Musi Rawas antara

lain :

L.

8.

9.

Tingkat kebutuhan SDM aparatur belum sepenuhnya mencerminkan tingkat
profesionalisme (kurangnya jumlah dan kompetensi staf dibanding

kebutuhan);

. Lemahnya fungsi pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

Penyampaian data tindak lanjut yang kurang akurat dan tidak tepat waktu,

. Adanya pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan kerugian Negara /

Daerah;

. Masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil-hasil pengawasan;

. Tata kelola Pemerintahan (Good Governance) yang bebas dari korupsi belum

sesuai harapan;
Rendahnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja pengawasan;
Disiplin kerja yang masih rendah;

Motivasi kerja yang masih rendah;

10. Fasilitas kerja yang kurang memadai dan dihapusnya tunjangan kinerja;
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11. Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) belum sepenuhnya tepat waktu

/ keterlambatan pelaksanaan tugas.

Dan berdasarkan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Tahun
2017 terdapat 5 (lima) program utama Inspektorat Kabupaten Musi Rawas yaitu :
1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Kepala Daerah;
2. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
3. Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;
4. Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi;
5. Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Selaras Renstra, Renja, dan tujuan yang akan dicapai inspektorat kabupaten
Musi Rawas, Maka dapat diuraikan keefektifan Inspektorat dalam melakukan
pengawasan intern atau audit internal dengan menggunakan indikator indikator
keefektifan pengawasan berdasarkan teori Mihret dan Yismau adalah sebagai
berikut :

1. Kualitas Audit Internal

Kualitas auditor menurut Peraturan Menteri Negara Pendayapgunaan
Aparatur Negara No. Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 maret 2008 adalah auditor
yang melaksanakan tupoksi dengan efekiif, dengan cara mempersiapkan kertas
kerja pemeriksaan, melaksanakan perencanaan, koordinasi dan penilaian

efektifitas tindak lanjut audit, serta konsistensi laporan audit.

Standar Audit Internal AAIPI (2014) menjelaskan bahwa peran audit
internal yang efektif dapat terwujud jika didukung dengan hasil audit intern yang

semakin berkualitas. Untuk itulah maka pimpinan audit internal harus merancang
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dan mengembangkan program pengembangan dan penjaminan kualitas yang
meliputi semua aspek kegiatan audit intern, baik pada saat perencanaan,
pelaksanaan kegiatan, maupun saat penyelesaian dan pelaporan. Program ini
berupa penilaian intern dengan berdasar pada standar audit dan kode etik auditor.
a. Keahlian Staf.

Salah satu faktor yang dilihat dari audit internal adalah kualitas pekerjaan
yang dilakukan oleh para auditor. Kualitas pekerjaan audit dapat dilihat dari
kualitas hasil audit yang dinilai dani seberapa banyak auditor memberikan respon
yang tepat dari setiap pekerjaan audit

Standar IIA 1210 tentang kemampuan auditor mengharuskan auditor
internal memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang diperlukan
untuk menjalankan tanggung jawab menghasilkan temuan dan rekomendasi audit
yang berguna bagi auditan. Seorang auditor yang memiliki keahlian atau
kompetensi yang memadai akan lebih memahami danmengetahui berbagai
masalah secara lebih mendalam dan lebih mudah mengikuti perkembangan yang
semakin kompleks dalam lingkungan audit yang terdapat dalam objek yang
diauditnya.

Menurut Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI),
Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimilki oleh seseorang,
berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap prilaku yang diperlukan dalam
pelaksanaan tugas dan jabatannya.

Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Dalam semua
penugasan dan dalam semua tanggug jawabnya, setiap auditor harus melakukan

upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan menyakinkan bahwa
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kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkat profesionalisme tinggi seperti
disyaratkan oleh prinsip etika. Untuk itu diperlukan beberapa pendidikan dan
pelatihan yang mendukung pelaksanaan pengawasan internal atau audit internal di
inpektorat kabupaten Musi Rawas. Seperti yang disﬁmpaikan oleh Sekretaris
Inspektorat.

“Posisi sekarang Karena syarat mendasar mengaudit sertifikasi auditor
sudah, namun dari kompetensi belum, Karena mereka harus dididik ya kita
mungkin saya agak ini juga ya..kompetensi untuk menjadi auditor, kefua tim
misalnya harus di bekali substansi bla-bla ... bla itu belum cukup prosesnya
panjang kaitan dengan anggaran, contoh sederhana seorang ketua tim
harus pernah didiklat proses pengadaan barang dan jasa, keuangan,
perpajakan, system teknologi informasi (TI), dan yang posisi skarang ada
manajeman resiko terakhir audit investigasi, minimal untuk ketua tim
keuangan dibagi 2 keuangan pemerintah pusat dan daerah, perpajakan
Jjuga dibagi 2 pusat dan daerah. “

Selanjutnya ......

“Untuk anggota tim dia juga harus dibekali diklat proses pengadaan
barang dan jasa, keuangan, perpajakan, system teknologi informasi (TI),
bedanya dengan ketua tim adalah manajeman resiko sama audit investigasi
yang baru bisa diklat pengadaan barang dan jasa. Kompetensi standar
sudah terakomodir pada diklat sertifikasi.”

Hal Senada dengan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Musi rawas juga
disampaikan oleh seorang auditor Inspektorat Kabupaten Musi Rawas,
Wawancara dengan Auditor 1 :

"Auditor Inspektorat Kabupaten Musi Rawas kalau dilihat dari
kompetensinya sudah cukup mumpuni. Seluruh auditor di inspektorat rata
rata berpendidikan S1 dan beberapa telah menyelesaikan pendidikan
Megister. Untuk melengkapi tingkat kompetensi auditor setiap tahunnya
biasanya auditor diikutsertakan dalam diklat diklat substansi mengenai
pengawasan, terlepas dari diklat fungsional itu sendiri yang sudah menjadi
syarat kompetensi auditor. Nah..... dikiat substansi nilah yang masih
kurang, kurang didukung dengan pembiayaan, jadi itu... harus antri kalau
mau diklat.”

Dari hasil wawancara diatas kita dapat uraikan bahwa kompetensi atau

kemampuan seorang auditor yang berupa pengetahuan dan keterampilan seorang
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auditor di inspektorat kabupateﬁ Musi Rawas masih belum cukup. Untuk
Kompetensi dasar yaitu sertifikasi auditor, pendidikan sudah cukup, akan tetapi
seorang auditor internal juga harus memiliki pengetahuan di luar akuntansi dan
audit sebagai salah satu komponen keahlian profesional auditor internal.

Pengetahuan auditor dapat berupa pemahaman lebih mengenai tujuan
organisasi, sistem, risiko, dan budayanya karena pengetahuan audit yang dimiliki
auditor akan berpengaruh untuk menyeleksi kesalahan dan mendeteksi risiko-
nsiko selama proses audit, sehingga dihasilkan owtput yang baik dan dapat
digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan oleh pihak yang
berkepentingan.

uuditor wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi jabatan
fungsional auditor (JFA) yang sesuai dengan jenjangnya dan/atau sertifikasi lain
di bidang pengawasan intern pemerintah. Pimpinan APIP wajib memfasilitasi
auditor untuk mengikuti pendidikan dan pelatiban serta ujian sertifikasi sesuai
dengan ketentuan Dalam pengusulan auditor untuk mengikuti pendidikan dan
pelatiban sesuai dengan jenjangnya, pimpinan APIP mendasarkan keputusannya
pada formasi yang dibutuhkan dan persyaratan administrasi lainnya seperti
kepangkatan dan pengumpulan angka kredit yang dimilikinya.

Sedangkan kompetensi teknis audit intern terkait dengan persyaratan untuk
dapat melaksanakan penugasan audit intern sesuai dengan jenmjang jabatan
Auditor. Kompetensi teknis audit intern meliputi tujuh bidang kompetensi yaitu
a. Kompetensi Bidang Manajemen Risiko, Pengendalian Intern, dan Tata Kelola
Sektor Publik

b. Kompetensi Bidang Strategi Kegiatan Audit Intern
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¢. Kompetensi Bidang Pelaporan Hasil audit intern
d. Kompetensi Bidang Sikap Profesional

e. Kompetensi Bidang Komunikasi

f. Kompetensi Bidang Lingkungan Pemerintahan
g. Kompetensi Bidang Manajemen Pengawasan

Pengawasan oleh tenaga pengawas internal inspektorat selama ini dilakukan
oleh tenaga pengawas yang kompetensi masih belum terlalu berkompetens,
karena sertifikasi auditor saja belum cukup untuk menghasilkan audit yang
berkualitas. Seperti yang diuraikan oleh Sekretaris Inspektorat diatas bahwa ada
beberapa diklat yang juga harus diikuti oleh auditor untuk mendukung auditor
menghasilkan audit yang berkualitas. Seorang Auditor setingkat ketua tim
setidaknya telah mengikuti diklat proses pengadaan barang dan jasa, diklat
pengelolaan keuangan, diklat perpajakan, diklat sistem tekmologi informasi, diklat
manajemen resiko dan terakhir diklat audit investigasi dan untuk anggota tim
dibedakan mereka belum mesti mengikuti diklat manajeman resiko dan audit
investigasi.

Menuut standar audit intern pemerintah Indonesia auditor wajib mengikuti
pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan (Continuing Professional
Education) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran terus
menerus yang sangat penting bagi auditor dalam meningkatkan kompetensinya.
Auditor wajib memiliki pengetahuan dan akses atas informasi teraktual dalam
standar, metodologi, prosedur, dan teknik. Pendidikan dan Pelatihan Profesional
Berkelanjutan dapat diperoleh melalui keanggotaan dan partisipasi dalam asosiasi

profesi, pendidikan dan pelatihan auditor, konferensi, seminar, kursus kursus,
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program pelatihan di kantor sendiri, dan partisipasi dalam proyek penelitian yang
memiliki substansi di bidang pengawasan. Berikut tabel keperluan pelatihan

substansi aparat pengawas intern pemerintah kabupaten Must Rawas.

Tabel 4.2
Tabel Keperluan Pelatihan Substansi Aparatur Pengawasan (2016 sd 2019)
No | Uraian Saat ini Kebutuhan | Kurang
1 Manajemen Pengawasan 5 5 -
2 | Diklat Audit Kinerja - 16 16
3 | Diklat Audit Pengadaan 5 16 11
Barang/Jasa
4 ) Diklat Probity Audit 2 4 2
5 | Diklat Audit Investigasi 4 4
6 | Diklat Perhitungan - 4 4
Kerugian Negara
7 | Diklat Penyusunan LKPD 5 8 3
Berbasis Akrual
8 |[Diklat Anggaran Berbasis 2 2 -
Kinerja
9 |Diklat  Reviu LKPD 4 8 4
| Berbasis Akrual
‘ 10 | Diklat Audit BMD 7 8 1
1 11 | Diklat Penyusunan Kertas 2 12 10
Kerja Audit
| 12 [ Diklat Penilaian Angka 3 7 4
Kredit
13 | Kursus KKD 2 2 -
14 | Diklat Audit BLUD - 4 4
15 | Diklat Audit Pengelolaan - 12 12
Keuangan Desa
16 | Diklat Pengelolaan PAD - 5 12
Pajak & Retribusi Daerah
17 | Diklat Kapabilitas APIP 1 4 3
18 | Diklat Analisa Kebutuhan - 2 2
Pegawai
19 | Diklat Pengelolaan - 2 2
Website/Humas
20 [ Diklat Pengelolaan Jaringan - 2 2
dan LAN
21 | Diklat Evaluasi 8 16 8
LAKIP/LKJIP

Sumber : Renstra Inspektorat kabupaten Musi Rawas.
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masih banyaknya kekurangan diklat
substansi yang sesuai dengan kebutuhan bagi aparat pengawas dari kebutuhan
untuk memenuhi kompetensi aparat pengawas intern inspektorat kabupaten Musi
Rawas. Kurang terpenuhinya kebutuhan diklat diatas disebabkan kurangnya
anggaran yang tersedia seperti yang sudah diuraikan pada wawancara diatas..

Hasil telaah teman sejawat juga menyimpulkan hal yang sama dengan yang
telah diungkapkan oleh sekretaris inspektorat, bahwa manajemen SDM pada
inspektorat kabupaten Musi Rawas belum dapat mengidentifikasi dan merekrut
tenaga SDM yang kompeten, dan setiap pegawai belum semuanya melakukan
pengembangan profest melalui diklat, inhouse training, dan bentuk
pengembangan profesi lainnya.

Begitu juga hasil wawancara kepada Auditee mengungkapkan hal yang
sama bahwa hasil temuan auditor Inspektorat belum sepenuhnya dapat membantu
untuk perbaikan instansi dimasa yang akan datang, hal ini disebabkan Karena
auditor inspektorat kurang menguasai bahan atau objek yang diperiksa.

Wawancara dengan Direktur RS Sobirin (Auditee)
“Satu lagi yang saya sebut masalah kompetensi, kompetensi itu penguasaan
dari bahan oleh auditor terhadap yang akan atau objek yang akan diperiksa
kita harus menguasai. Kalau enggak apa yang terjadi, terjadi pembiasan
akibatnya apa, dari hasil pemeriksaan atau hasil pengawasan oleh auditor
tidak bisa kita pakai Karena terjadi pembiasan dan kami juga akan bingung
menjalankanya.

Dari hasil wawancara dengan auditee diatas didapatkan bahwa kompetensi
auditor Inspektorat masih dirasakan kurang, sehingga auditee masih saja kurang
memahami hasil dari pengawasan auditor intern pemerintah. Secara tidak
langsung kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit internal yang

telah dilakukan oleh auditor intern, karena menurut standar audit intern
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pemerintah indonesia kegiatan audit intern menambah nilai auditi (dan pemangku
kepentingan) ketika memberikan jaminan obyektif dan relevan, dan berkontribusi
terhadap efektifitas dan efisiensi proses tata kelola, manajemen risiko, dan
pengendalian. Audit internal menyangkut analisis dan penilaian serta pembuktian,
keberhasilan audit dibuktikan adanya penyempurnaan atau peningkatan
pengelolaan keuangan pihak yang diaudit (auditi).

Selain Kompetensi, independensi juga berpengaruh terhadap kualitas audit
intern. Menurut Singgih dan Bawono (2010) Independensi auditor internal harus
terus diusahakan agar dalam setiap penugasannya auditor intemal tidak merasa
mendapatkan gangguan baik rasa takut atau intervensi yang dapat mempengaruhi
penilaiannya. Auditor internal tidak dibenarkan memihak kepada siapapun, sebab
bagaimanapun sempumanya keahlian teknis yang dimilikinya, dengan ketiadaan
independensi tidak akan dapat mempertahankan kebebasan pendapatnya.

Apabila auditor telah independen, maka dalam melakukan pekerjaannya
auditor dapat menjaga objektifitas, sehingga hasilnya lebih valid dan dapat
dipertanggungjawabkan. Dalam persepsi umum, auditor internal tidak dapat
melakukan kegiatan audit mereka secara efektif tanpa adanya independensi dan
objektivitas, karena kedua hal ini adalah atribut fundamental bagi auditor internal
untuk menjaga kredibilitasnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan auditee, independensi auditor
inspektorat kabupaten Musi rawas dalam melaksanakan pengawasan intern
pemerintabhan kabupaten Musi Rawas dirasakan masih Kurang.

Hasil wawancara dengan Direktur RS Sobirin (Auditee).

“Sebenarnya kalau menurut saya masalah Independensi auditor kurang.
Karena apa, seorang auditor ditentulan oleh dua faktor atau dua unsur
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terutama satu yang saya sebut independensi dan kompetensi. Independensi
ini sangat dibutuhkan Karena kebebasan dari auditor terhadap tekanan. Nah
kadang kadang ini terjadi seorang auditor yang memeriksa kerabat atau
keluarga, itu beda dengan jika orang yang diperiksa atau petugas yang
diperiksa itu bukan kerabat atau keluarga. akibatnya independensi tidak
berjalan dengan semestinya. Memang independensi ini memang harus ada,
Karena apa kalau terjadi perbedaan itu maka pemeriksaan itu akan bias,”

Dan Hasil wawncara dengan Ka sub Bag Keunangan Kantor Pol PP
(Auditee):

“Ini tidak bisa dipungkiri masih belum independen, sulit untuk independen
Karena inspektorat masih dibawakh pemerintah daerah kabupaten jadi sulit,
ini masih terjadi memang kenyataannya memang belum independensi.”

Hasil Wawancara dengan Auditee diatas juga selaras dengan hasil
wawancara dengan Auditor I :

" Masalah independen,... ece...Ini sering kali bermasalah khususnya
auditor di pemerintah daerah. Independensi dalam bertugas maupun dalam
hubungan jaringan kekerabatan, persaudaraan sangat menjadi suatu
masalah di audit pemerintah karena masih banyak hubungan kekerabatan,
pertemanan yang menjadi kadang kadang penugasan menjadi tidak
independen.”

Berdasarkan hasil wawancara auditee dan auditor diatas dapat kita
simpulkan bahwa independensi auditor intern pemerintah inspektorat Kabupaten
Musi Rawas masih kurang. Jika seorang auditor intern pemerintah bersikap
independen, maka ia akan memberi penilaian yang senyatanya terhadap laporan
keuangan yang diperiksa, tanpa memiliki beban apapun terhadap pihak manapun
misalnya terhadap kerabat atau teman. Maka penilaiannya akan mencerminkan
kondisi yang sebenarnya dari SKPD yang diperiksa.

Seperti yang diungkapkan oleh Christopher, Sarens, dan Leung (2009)
dalam Arifudin Tri Anto et all (2016) mengungkapkan bahwa terdapat tiga

macam ancaman independensi antara audit intemal dengan manajemen puncak

yaitu apabila karir audit internal masih bergantung pada auditan, apabila
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persetujuan anggaran masih di tangan auditan, serta adanya keterlibatan
manajemen (auditan) dalam i)engembangan rencana audit internal.

Jadi independensi audit masih sulit ditegakkan di organisasi atau SKPD
pemerintah daerah karena akan ada kesulitan seorang auditor internal untuk
menjaga agar tetap independen karena auditor internal pada dasamya adalah bagian
dari organisasi sebagai pegawai dan juga auditor internal kemungkinan akan
bermasalah ketika harus melaporkan temuan temuan yang tidak menguntungkan
manajemen puncak. Akan tetapi, bagaimanapun independensi audifor internal
harus terus diusahakan agar dalam setiap penugasannya auditor internal tidak
merasa mendapatkan gangguan baik rasa takut atau intervensi yang dapat
mempengaruhi penilaiannya. Auditor internal tidak dibenarkan memihak kepada
siapapun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang dimilikinya,
dengan ketiadaan independensi tidak akan dapat mempertahankan kebebasan
pendapatnya, karena idealnya badan pemerintah dan manajemen senior di sektor
publik membutuhkan jasa audit internal yang efektif dan efisien. 'Dcngan
demikian maka jaminan atas keandalan laporan yang diberikan oleh auditor
tersebut dapat dipercaya oleh semua pihak yang berkepentingan.

Hal ini sesuai dengan Standar Audit Internal AAIP] (2014), bahwa aunditor internal
dan kegiatan audit internal harus independen serta pelaksanaannya harus obyektif.
Dengan demikian, independensi bukan hanya harus dimiliki oleh auditor saja, mamum
entifas audit internal juga harus independen dalam melaksanakan tanggungjawabnya.
Lebih lanjut di dalam Standar Audit Internal AAIPT (2014), posisi audit internal harus

tepat  sehingga bebas dari  intervensi, didukung  sepenuhnya  oleh

Kementerian/L embaga/Pemerintah Daerah, serta pimpinan entitas audit internal harus
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aktif dan bertanggungjawab atas independensi entitas yang dipimpinnya. Auditor yang
dapat menjaga independensinya maka kredibilitas pekerjaannya tidak akan diragukan
lagi. Dalam kondisi yang normal, maka pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil
pekerjaan audit internal akan sepenuhnya mempercayai dan menjalankan rekomendasi
yang diberikan. Apabila rekomendasi dari hasil audit internal dilaksanakan, maka artinya
audit internal memberikan dampak perbaikan bagi auditan, sehingga dapat dikatakan
audit internal telah efektif. Jadi kesimpulannya adalah semakin tinggi independensi
seorang auditor maka kualitas audit yang diberikannya semakin baik.

b. Perencanaan audit internal yang efektif

Perencanaan Audit dimaksudkan untuk menjamin bahwa tujuan audit intern
tercapai secara berkualitas, ekonomis, efisien dan efektif Dimana dalam
merencanakan penugasan audit intern, auditor harus mampu menetapkan sasaran,
ruang lingkup, metodelogi dan alokasi sumber daya.

Proses perencanaan ini meliputi penetapan tentang sasaran, jadwal
pelaksanaan audit, rencana susunan kepegawaian dan anggaran keuangan. Sasaran
bagian audit intern harus memungkinkan untuk dicapai dan dalam pelaksanaannya
harus dapat diukur. Sasaran tersebut disertai dengan kriteria pengukuran hasil
yang dicapai dan tanggal yang ditargetkan bagi pencapaian sasaran.

Pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus dapat
mengelola jajarannya secara tepat, sehingga pelaksanaan pengawasan memenuhi
tyjuan umum dan tanggung jawab yang dimandatkan, sumber daya APIP
dipergunakan secara efisien dan efektif, serta pelaksanaan pengawasan dilakukan
sesuai dengan standar profesi. Perencanaan pengawasan tidak terlepas dari

perencanaan stratejik dari masing masing unit pengawasan intern.
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Perencanaan Intern yang efektif dewasa ini harus menggunakan pendekatan
resiko yang disebut dengan perencanaan audit berbasis resiko. Resiko disini
adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengekspresikan ketidakpastian
tentang kejadian dan atau dampaknya yang dapat memiliki efek atas pencapaian

tujuan organisasi. Berdasarkan pengamatan dan dokumen di bagian perencanaan

Inspektorat kabupaten Musi Rawas, didapatkan bahwa perencanaan belum
berbasis resiko, seperti juga disampaikan oleh Inspektur Pembantu berikut ini.
Hasil wawancara Irban :

“Perencanaan audit kita belum Efektif , seharusnya berbasis resiko,

sedangkan perencanaan kita sekarang hanya yang mandatori saja. Kita

belum memenuhi kebutuhan kita yang sestmgguhnya. Diperintah reviu reviu,
i evaluasi LKJiP ya... LKJiP. Seharusnya paling tidak peta resiko kito harus
ada. Hal ini disebabka....ya, .... Itu SDM Inspektorat Kuantitas masih kurang,

kita belum dululah ngomongin kualitas, kuantitasnya saja masih kurang, dan
‘ lagi Komitinen pimpinan kito bupati masih kurang sehingga audit intern
masih kurang efektif. ”

Pelaksanaan prosedur perencanaan yang berbasis resiko belum dilaksanakan
di inspektorat. Sejalan dengan yang disampaikan Sekretaris Inspektorat.
“Yang mendukung perencanaan pengawasan..kan nanti produknya PKPT
ada dua yag harus dipahami yang kaitan mendukung korbisnis itu contohnya
tadi ketersdiaan prosedur, ketersediaan alat-alat untuk mendukimg : sarana
prasarana, kemudian teknologi, kemudian bahan bacaan kemudian
anggarannya itu tugas rutin sekretariat diperencanaan,.. disana yang belum
itu. Jadi gimana mengsingkronkan antara kebutuhan dibidang pengawasan
dengan kebutuhan dikantor itu masih ada gep.jadi seolah-olah kalo
perencanaan pengawasan itu tugas kassubag perencanaan padahal tidak.”
Dari hasil wawancara diatas didapatkan bahwa perencanaan audit intern
pemerintahan kabupaten Musi Rawas belum efektif, karena belum berbasis resiko.
Yang mana konsep resiko selalu berkaitan dengan ketidakpastian atas suatu

kejadian baik yang disadari ataupun yang tidak disadari, sehingga pengelolaan
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resiko merupakan pengelolaan atas ketidakpastian. Faktor factor resiko yang

menjadi penghambat antara lain berupa

1.

2.

10.

11.

12.

Kompetensi

Aset, likuiditas, volume kegiatan

Kondisi finansial, ekonomi dan komfetitif.

Kerumitan dan tingkat komputerisasi sisten inforimasi

Dampak atas publik dan perubahan kebijakan pemerintah.

Kecukupan dan keefektifan system pengendalian intern.

Dukungan terhadap temuan audit dan tindakan korektif yang dilaksanakan.
Tanggal dan hasil audit audit tahun sebelumnya

Pertimbangan manajemen dan estimasi akuntansi.

Suasana yang berhubungan dengan etika dan tekanan yang dihadapi
manajemen pemerintah dalam usaha mencapai tujuan.

Penyebaran operasi secara geografis.

Tingkat komputerisasi sistem informasi.

Pengawasan Internal di inspektorat kabupaten Musi Rawas berdasarkan

hasil pengamatan dokumen memang hanya melakukan yang sifatnya mandatori

saja, belum berbasis resiko. Seharusnya urutan urutan tingkat resiko dari penilaian

tertinggi hingga terendah dapat menentukan rencana pengawasan berikut jadwal

audit tahunan dan usulan program disampaikan terlebih dahulu,

Pada Renja Inspektorat tahun 2017 diuraikan bahwa Usulan program dan

kegiatan dari Sekretariat dan Inspektur Pembantu (IRBAN) sesuai dengan

tupoksinya kemudian disusun menjadi program dan kegiatan Inspektorat

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017. Akan tetapi pelaksanaan perencanaan yang
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terjadi di inspektorat Kabupaten Musi rawas belum berbasis koordinasi antar unit.

Seperti yang disampaikan Staf Bagian Perencanaan Inspektorat.
“Perencanaan yang mesti dibangun prosedurnya bagaimana menyusum
perencanaan pengawasan, supaya tadi untuk mendukung.  Karena
keterbatasan dana dan orang bagaimana perencanaan itu bisa mendekati
real Karena kinerja perencanaan berapa yang di rencanakan kemudian
berapa realisasinya supaya tidak jauh menyimpang dari pelaksanaan nanti
itu kita masih jauh, Karena perencanaaan itu mestinya dari bawah dari
irban-irban apasih yang mau direncanakan untuk yang pengawasan
berbicara perencanaan pengawasan itu belum.”

Dari hasil wawancara diatas didapatkan bahwa dalam proses perencanaan
bagian seckretariat yaitu bagian perencanaan seolah olah yang membuat
perencanaan. Padahal yang seharusnya perencanaan itu prosesnya diusulkan dari
seluruh bagian, Irban dan Staf inspektorat agar anggaran atau ketersediaan dana
nantinya mewakili secara keseluruhan apa yang dibutuhkan Inspektorat
Kabupaten Musi rawas. Rencana Induk Pengawasan (RIP) perlu dijabarkan oleh
masing masing APIP kedalam Usulan Rencana Kerja Pengawasan Tahunan

(UPKPT). Tujuan dari rincian ini adalah untuk dapat membagi tugas operasional

pengawasan, sehingga sasaran kegiatan pengawasan APIP dapat dicapai.

¢. Kemampuan menghasilkan temuan dan rekomendasi audit yang berguna bagi
auditan

De Angelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemampuan
auditor dalam mendeteksi kesalahan pada laporan keuangan dan melaporkannya
kepada pengguna laporan keuangan.

Menurut Mihret dan Yismaw (2007) Kualitas audit internal, ditunjukkan
oleh kemampuan kantor untuk memberikan temuan dan rekomendasi audit yang
berguna, merupakan salah satu faktor yang palig menonjol dimana efektivitas

audit ditrapkan. Dalam standar kinerja A (1999b) mewajibkan auditor untuk
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merencanakan dan melaksanakan pekerjaan sehingga dia dapat mencapai temuan
audif yanng berguna dan rekomendasi lanjutan untuk perbaikan. Kemampuan
untuk merencanakan, melaksanakan dan mengkomunikasikan dengan baik hasil
audit merupakan proxy untuk kualitas audit.

Dalam pelaksanaan audit intern dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas
menggunakan sampling yang dikarenakan keterbatasan sumber daya dan dana.
Karena sampling inilah seyogyanya semua hasil audit digunakan sebagai dasar
perencanaan audit selanjutnya. Dalam prakteknya hal ini masih belum dilakukan,
seperti halnya yang disampaikan oleh Sekretaris Inspektorat.

Wawancara Dengan Sekretaris Inspektorat

“Yang belum posisi sekarang itu bagaimana informasi hasil pengawasan
yang diolah itu untuk memberikan perbaikan dalam tugas atau pemeriksaan
oleh irban-irbannya itu yang belum, belum dimanfaatkan betul, contoh
misalnya laporan pemeriksaan yang lalu ada informasi kita menggunakan
system informasi itu. Mestinya informasi itu sebagai persiapan mereka untuk
Jocus melakukan pemeriksaannya, auditkan tidak lepas dari sampling, audit
juga tidak lepas dari system pengendalian intern mestinya dari pengawasan
itu dari hasil yang lalu bisa terbaca oh ini pengendalian internnya lemah,
pengadaan barang jasanya, oh dipengelolaan keuangnya, pelaporan
perpajakannya atau di SDM nya dapat dilihat dari laporan yang lalu ada
kelompok oh..penyimpangan banyak di tatalaksana atau dikepatuhan itu
belum dimanfatkan padahal itu sudah ada”

“seharusnya auditor menggunakan hasil audit untuk tinjauan awal dalam
pelaksanaan pengawasan dimasa yang akan datang, ini seharusnya. Akan
tetapi ini belum sepenuhnya dijalankan dalam perencanaan dan pelaksanaan
pengawasan, itu yang belum.”

Dan Hasil wawancara dengan Irban :

“Seharusnya dengan Rekomendasi hasil temuan akan mengurangi
kesalahan, akan tetapi masih ditemukan kesalahan yang berulang ulang
mungkin Karena sering terjadi pergantian pengelola keuangan dan
bendahara. Pembinaan jadi berulang lagi, dan juga kepala dinas kurang
paham terhadap keuangan, ada yang terima beres saja. Makanya sering
terjadi penyimpangan yang berulang. Pembinaan minimal setahun sekali,
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dan regular tetap harus dilaksanakan, regular sudah 3 tahun tidak
dijalankan Karena keterbatasan anggaran dan SDM.”

Menurut hasil wawancara diatas didapatkan bahwa hasil audit atau
informasi hasil pengawasan internal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas idealnya
untuk memberikan perbaikan bagi SKPD yang diperiksa dan juga perbaikan
perbaikan untuk pelaksanaan pengawasan dimasa yang akan datang dalam hal ini
informasi hasil audit tahun tahun sebelumnya harus mampu dimanfaatkan oleh
para Inspektur Pembantu dalam merencanakan pengawasan tahun berikutnya agar
pengawasan yang dilaksanakan lebih terfokus dan berkualitas. Akan tetapi ini
belum seluruhnya digunakan oleh Inspektur Pembantu (Irban) dalam perencanaan
audit yang harus dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan tata kelola
sektor publik. Menurut Standar Audit Internal AAIPI (2014) menjelaskan bahwa
peran audit internal yang efektif terwujud dalam:

1. Pemberian keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan
efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi
Pemerintah (assurance activities),

2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemenntah (anti corruption
activities);

3. Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata
kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (consulting
activities).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Auditee didapatkan bahwa

hasil pemeriksaan auditor belum bisa sepenuhnya digunzkan untuk perbaikan
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dimasa yang akan datang atau sebagai masukan. Wawancara Direktur
Rs. Sobirin:

“Hasil audit dari inspektorat itu sendiri seharusnya bisa digunakan untuk
perbaikan selanjutnya. Tetapi nyatanya hasil audit yang ditemukan tidak
sepenuhnya dapat diterapkan atau digunakan Karena Tim kurang memehami
bahan atau objek yang akan diperiksa. Jadi Tim itu sebenarnya kurang
memahami bahan yang akan diperiksa akibatnya apa, ya..... akibatnya kami
bingung. contohnya masalah pengelolaan dari BLUD, ini terjadi persepsi
yang berbeda antara tim pemeriksa inspektorat dengan BPKP dan BPK
tidak ada kata sepakat, tidak ada persepsi yang sama.

Dan Hasil wawancara dengan Xa Sub Bag Keuangan Kantor Pol PP:

“Menurut pengalaman selama ini hasil reviu dari inspektorat sudah sangat
bagus, mana yang manajemen keuangan yang kurang pas itu diarahkan/
dibina. Dasar hukum yang mereka tetapkan memang tepat, jadi kita
penataan keuangannya menurut itu. Tapi,.. sebenarnya ada juga hasil
rekomendasi yang mis, mungkin mereka terlalu kaku terhadap hukum yang
menurut kito sesuai dengan peraturan kito sedangkan barang ini kito pake

 memang kito laksanakan, jadi mau tak mau harus dikembalikan tapi dak tau
darimano dananyo sedangkan itu memang telah dilaksanakan.”

Dari hasil wawancara dengan auditee diatas didapatkan bahwa hasil temuan
audit dari inspektorat kabupaten Musi Rawas belum sepenuhnya dapat diterapkan
atau digunakan serta memberikan masukan yang dapat memelihara dan
memngkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi
Pemerintah (consulting activities).

Dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia Auditor harus meminta
tanggapan atau pendapat auditee terhadap kesimpulan, fakta, dan rekomendasi
termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan, secara tertulis dari pejabat auditi
yang bertanggung jawab.

Tanggapan tersebut harus dievaluasi dan dipahami secara seimbang dan
objektif, serta disajikan secara memadai dalam laporan hasil audit intern.

Tanggapan yang diberikan, seperti janji atau rencana tindakan perbaikan, harus
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dicantumkan dalam laporan hasil audit intern, tetapi tidak dapat diterima sebagai
pembenaran untuk menghilangkan fakta dan rekomendasi yang berhubungan
dengan fakta tersebut.

Auditor harus melaporkan tanggapan pejabat auditi yang bertanggung jawab
mengenai kesimpulan, fakta, dan rekomendasi auditor, serta perbaikan yang
direncanakan. Salah satu cara yang paling efektif untuk memastikan bahwa suatu
laporan hasil audit intern dipandang adil, lengkap, dan objektif adalah adanya
reviu dan tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab, sehingga dapat
diperoleh suatu laporan yang tidak hanya mengemukakan fakta dan pendapat
auditor saja, melainkan memuat pula pendapat dan rencana yang akan dilakukan
oleh pejabat yang bertanggung jawab tersebut.

Tanggapan auditi terhadap hasil laporan pengawasan inspektorat kabupaten
Musi Rawas masih banyak yang belum ditindaklanjuti. Hasil wawancara Auditor
I:

"Dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya auditor inspektorat kabupaten
Musi Rawas pada umumnya sudah cukup baik, namun dilapangan sering
terjadi beberapa auditor yang tidak melaksanakan program kerja sesuai
dengan program kerja audit yang sudah direncankan, hal ini menyebabkan
ee....beberapa program kerja audit tidak terlaksana dengan baik. Sehingga
baik kertas kerja maupun laporan hasil pengawasan yang dihasilkan tidak
sesuai dengan apa yang direncanakan, terkait dengan waktu pekerjaan
auditor sering kali memakan waktu yang tidak sesuai dengan rencana waktu
yang ditetapkan. Akibatnya beberapa laporan hasil pengawasan tidak
ditindaklanjuti sesuai dengan jadwal yang semestinya.”

Hasil wawancara dengan auditor I juga senada dengan hasil wawancara
dengan auditor II:

“Ada sih auditi yang masih lamban dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil
temuan, dengan artian belum mematuhi batas akhir kapan mereka harus

menindaklanjuti hasil temuan tersebut. Ini terjadi baik pada rekomendasi hasil
temuan inspektorat maupun hasil temuan pihak eksternal. ”
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Dari hasil wawancara kepada kedua auditor inspektorat kabupaten Musi
Rawas diatas didapatkan bahwa masih banyak rekomendasi hasil audit yang
belum ditindaklanjuti oleh auditi dan dari hasil observasi seperti halnya
tindaklanjut hasil pemeriksaan reguler Inspektorat seharusnya ditindak lanjuti
dalam kurun waktu paling lambat 14 hari dar diterimanya setresing namun
nyatanya masih banyak auditi yang melampaui batas waktu tersebut ini terjadi
juga pada hasil temuan pihak eksternal seperti BPK, tindaidanjut hasil
pemeriksaan masih terdapat temuan yang belum ditindaklanjut bahkan melampani
satu tahun anggaran dimana seharusnya sesuai pasal 20 UU No. 15 Tahun 2004

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara sbb:

» Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

e Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang
tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

e Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil
pemeriksaan diterima

c. Komunikasi yang efektif

Hasil audit intern juga harus dikomunikasikan secara efektif agar auditi
dapat memahami pesan yang disampaikan oleh auditor dan auditi memberikan
umpan balik yang sesuai dengan hasil pengawasan atau rekomendasi pengawasan,

Komunikasi akan efektif jika hambatan berhasil diminimalkan. Hambatan

komunikasi dapat terjadi pada tiap tahap pemeriksaan.
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berupa laporan hasil penugasan audit intern jika dibuat dengan hati-hati tetapi
terlambat disampaikan, nilainya menjadi kurang bagi pengguna hasil penugasan
audit intern. Oleh karena itu, auditor harus mengomunikasikan hasil penugasan
audit intern dengan semestinya dan melakukan audit intern berdasar pemikiran
tersebut. Selama penugasan audit intern berlangsung, auditor dapat
mengomunikasikan fakta yang ditemukan secara lisan dengan auditi dan auditor
Jjuga harus mempertimbangkan adanya laporan hasil penugasan audit intern
" sementara untuk hal yang material kepada auditi dan/atau kepada pihak lain yang
terkait.
Wawancara dengan Auditor 1

"Tanggapan auditi terhadap hasil laporan pengawasan sangatlah beragam,
ada yang dalam menanggapi suatu temuan nereka langsung bisa terima,
mereka puas, atau dengan kata lain dia merasa apa yang disarankan oleh
pengawas merupakan solusi dari hasil pemeriksaan namun yang sering
terjadi pula bahwa auditor dalam membuat laporan hasil pengawasan
membingungkan auditi, Jadi Auditi seringkali bertanya berulang ulang apa
maksud dari laporan hasil pemeriksaan ini. Rekomendasinya apa, jadi
mereka bingung untuk menindaklanjutinya. Nah, hal seperti ini tidak sedikit
vang terjadi ee.... jadi mereka berulang ulang kali datang kekantor
menanyakan bagaimana cara menindaklanjuti dari laporan hasil pengawasan
, kalau dilihat dari secara global jumlah beberapa hasil temuan yang tidak
ditindaklanjuti jumlahnya masih sangat banyak. Ini salah satu cara melihat
kita bagaimana banyaknya jumlah yang belum ditindakianjuti ini apakah
salah satu penyebabya karena mereka belum memahami atau tidak bisa
melaksanakan isi saran atau rekomendasi dari laporan hasil pemeriksaan.”

Hasil wawancara Auditor II:
“Rekomendasi hasil audit internal 80% nya rata rata sudah ditindaklanjuti
oleh auditi, dan juga rata rata sudah disampaikan tepat waktu, tetapi ada
Jjuga yang melampaui batas wakitu yang telah ditetapkan contohnya
menindakianjuti temuan yang sifatnya administrasi”
Hasil wawancara dari kedua auditor diatas menunjukkan bahwa komunikasi
hasil temuan audit masih belum efektif. Hal ini dapat dilihat dan tindaklanjut

yang masih melampaui waktu yang telah ditentukan yaitu 14 hari dan masih ada
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auditi yang kurang jelas dengan rekomendasi hasil temuan audit sehingga auditi
ada yang berulang ulang kali bertanya maksud dari rekomendasi hasil temuan
audit.
Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Rs. Sobirin.
“Setelah dilakukan pemeriksaan, didapatiah temuan, nah temuan ini tidak
semuanya dikomunikasikan atau dikonfirmasikan kepada kami, sehingga
temuan sementara itu tidak jelaskan secara terperinci lagi kepada kami, tiba
tiba keluarlah satu Laporah Hasil Pemeriksaan LHP. LHP ini keluar dan
harus kami tidak lanjuti segera. Temuan yang sudah di tindak lanjuti dari
hasil LHP temuan dari inspektorat yang berbentuk LHP iti sudah kami
tindak lanjuti itu tidak pernah di evaluasi.”

Dari hasil wawancara dengan Auditi diatas didapatkan bahwa masih banyak
hasil rekomendasi atau hasil laporan pengawasan yang tidak semuanya
dikomunikasikan atau dikonfirmasikan terlebih dahulu. Auditi belum memahami
atau tidak bisa melaksanakan isi saran atau rekomendasi dari hasil laporan
pemeriksaan. Seyogyanya seorang auditor ditunfut untuk dapat menghasilkan
pekerjaan yang tinggi, karena auditor mempunyai tanggung jawab yang besar
terhadap pihak pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Tidak
hanya bergantung pada auditi saja, auditor merupakan pihak yang mempunyai
kualifikasi untuk memeriksa dan menguji apakah laporan keuangan telah
disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Seharusnya
jika dikomunikasikan secara efektif rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut akan
memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam pengujian audit,
mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan kegiatan tim audit. Serta
meningkatkan muotu audit.

Komunikasi antara auditor dan auditan adalah hal yang tidak bisa diabaikan,

Karena keberhasilan pelaksanaan audit memerlukan dukungan dan kerjasama dari
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2. Dukungan Manajemen

Menurut Cohen dan Sayag (2010) Dukungan Manajemen berupa dukungan
atas program-program kegiatan audit internal atau dalam memastikan bahwa audit
internal memiliki sumber daya yang memadai yang dibutuhkan untuk melakukan
seluruh pekerjaan tersebut. Dukungan manajemen terhadap Sumber Daya yang
ada di inspektorat Kabupaten Musi Rawas masih kurang. Wawancara dengan
Sekretaris Inspektorat

“Dukungan dari managjemen ee........ ada ketidakkonsistenan, itu yang

memberikan  kendala bagi inspektorat. Pertama Dukungan anggaran,

Dukungan proses rekruitmen (jumlah), itu sudah kelihatan dari sitw.”

Hal senada juga disampaikan oleh Staf Perencanaan.
“Pada manejemen pemerintahan di pengawasan itu ada namanya audit
berbasis resiko posisi sekarang namanya bukan money following function
tapi money following program. Kemudian pemilihan program prioritas kita
menggunakan proses perencanaan yang berbasis resiko nanti supaya
auditnya berbasis resiko tidak semua pengawasan itu dilakukan oleh
Inspektorat Karena tadi terbatas orang terbatas anggaran.”

Dukungan manajemen terhadap anggaran dan proses rekruitmen pengawas
harus lebih diperhatikan dan lebih konsisten karena menurut Standar Audit
Internal AAIPI (2014), peran APIP yang efektif dapat terwujud jika didukung
dengan auditor yang profesional dan kompeten, yaitu pendidikan, pengetahuan,
keahlian dan keterampilan, pengalaman, serta kompetensi lain yang diperlukan
untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Mihret et al. (2010) tentang bentuk
dukungan, yaitu berupa alokasi sumber daya manusia, material yang memadai
untuk audit internal, koordinasi dengan pihak auditan agar dapat bekerja sama
dengan pihak audit internal selama pelaksanaan tugasnya, tanggapan temuan audit

dan komitmen untuk memperkuat audit internal.
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Dukungan manajemen itu berupa sumber daya dan komitmen untuk
mengimplementasikan rekomendasi auditor internal. Pada tata kelola
pemerintahan Kabupaten Musi Rawas rekomendasi atau hasil laporan audit
internal sudah dipakai atau diimplementasikan pada pengelolaan anggaran. Hasil
wawancara Sekretaris inspektorat
....... Kalau misalnya reviu laporan keuangan sudah sangat sangat
diperlukan. Kemudian untuk penetapan APBD laporan hasil reviu inspektorat
diperlukan atau diminta, itu hasilnya diminta. Proses kesitu yang tidak
konsisten, dukungan untuk kesejahteraan tidak konsisten, dukungan Dana,
Sarana, dan SDM.”

Auditor I juga mengungkapkan hal yang sama bahwa dukungan manajemen

terhadap hasil temuan sudah cukup baik. Hasil wawancara dengan Auditor I ;
"Untuk dukungan manajemen Mengapresiasi sekali, inspektur bersedia untuk
meluangkan waltu dan pikirannya untuk membahas hasil pemeriksaan. Jadi
setiap Laporan hasil pemeriksaan biasanya akan dilaksanakan suatu rapat
tertutup, terutama masalah kasus inspeftur bersedia wntuk membahasnya
dengan secara maksimal sehingga laporan hasil pengawasan yang akan
diterbitkan itu akan dapat memberikan solusi. Apakah itu rekomendasi yang
diberikan, apakah itu kasus terpecahkan masalah itu. ”

Dari hasil wawancara diatas didapatkan bahwa dukungan manajemen
terhadap hasil laporan atau rekomendasi hasil pemeriksaan sudah cukup baik
Karena Implementasi rekomendasi audit oleh manajemen merupakan salah satu
penguatan untuk fungsi audit internal dan untuk tindakan preventif Tindakan
preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan program atau
kegiatan SKPD. Dukungan auditee terhadap Inspektorat Kabupaten Musi Rawas
sudah mulai menunjukkan trend yang positif =~ wawancara Sekretaris

inspektorat

“Dukungan Auditee... .....

Dari auditee secara makro dulu enggak, enggak ada yang mau konsultasi,
jalan jalan sendiri sendri. Sekarang trend nya sudah mulai bagus, misalnya
kalau ada masalah midai konsultasi. “
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Dari hasil tindak lanjut pun sudah menunjukkan kearah yang lebih baik lagi juga.
“Dari hasil TL....Itu Sudah Bagus, Kita satu tahun kebelakang bukti
kongkrit hasil audit BPK, Itu sudah Tindak lanjut semua, baik yang bersifat
finansial maupun administrasi. Saya menilai terhadap Audit eksternal
maupun internal mereka sudah responsivnes. Kalu tindak lanjut itu belum
semua itu bukan faktor tidak mau akan tetapi itu adalah proses, proses
manajemen. Itu dibuktikan agak lama sistemnya, prosedurnya.... itu tidak
semerta merta bisa satu dua hari bisa dikerjakan. Secara umum dari tindak
lanjutnya responnya Bagus.tidak ada yang menolak, karena di Bengkulu audit
temuan BPK pun ada yang ditolak, pimpinan yang marah marah itu terjadi,
Kita enggak ada. Kalau adapun itu jaman dulu ya Kalu satu dua tahun ini
dari nilai saja sudah kelihatan tinggal pemanfaatan saja.

Adanya rencana kegiatan yang telah disusun dengan baik, dilanjutkan
dengan pemberian dukungan baik berupa sumber daya manusia, keuangan, serta
sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

Bentuk dukungan yang lain terhadap pelaksanaan tugas audit internal
adalah dukungan dari pemerintah/pemerintah daerah, Adanya dukungan yang
memadai akan membuat auditor bekerja dengan baik, sehingga hasil auditnya juga
akan berkualitas. Oleh karena itu, dukungan pimpinan entitas meningkatkan
efektivitas audit internal.

Dari hasil pengamatan pada tahun 2016 tunjangan APIP dihentikan oleh
pemerintah daerah dengan alasan efisiensi anggaran. Penghentian pemberian
tunjangan APIP ini merupakan salah satu bentuk ketidakkonsistenan pemerintah
Daerah terhadap eksistensi APIP. Dan hal ini berpengaruh terhadap tingkat
kesejahteraan APIP. Wawancara dengan Sekretaris Inspektorat.

“Hasilnya dimanfaatkan betul betul, tapi dukungan kesejahteraan tidak. itu
bagi saya problem sampai kapan aparat pengawasan itu bisa bertahan. Itu
ada pengaruh dengan efektifitas pengawasan,”

123




43418.pdf

Adanya dukungan yang memadai akan membuat auditor bekerja dengan baik,
sehingga hasil auditnya juga akan berkualitas. Selaras dengan yang disampaikan
salah seorang Auditor. Hasil wawancara Auditor IL

[

ya.... oulpuinya maunya besar, inputnya minimal, kesejahteraan
pengawas fuga .. eeeee perlu mendapat dukungan. “

3. Pengaturan Organisasi
a. Sumber Daya Manusia (Man)

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik apabila
drdudukung dengan sumber daya manusia yang dengan kualitas dan kuantitas
yang cukup memadai yang memiliki keahlian dan kompetensi dibidang
pengawasan atau audit sehingga menghasilkan kinerja pegawai yang maksimal.

Dalam pengélolaan Sumber Daya Manusia (SDM) kewenangan yang
dimilki oleh pemerintah daerah begitu luas mulai dari perencanaa terhadap
kebutuhan pegawai, pembinaan karir pegawai sampai peningkatan kesejahteraan
dan pemberhentian/pensiun pegawai menjadi kewenangan daerah. Oleh karena itu
begitu luasnya kewenangan daerah dalam bidang pengelolaan sumber daya
manusia, maka kegiatan penataan sumber daya manusia mempunyai peran yang
strategik dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi terutama dalam rangka
mewujudkan tujuan organisasi terutama menigkatkan efektivitas kerja pegawai.
Dengan demikian bila dalam mendayagunakan sumber daya manusia pada
organisasi dapat efektif, dimungkinkan akan berdampak terhadap keberhasilan
organisasi dalam mencapai tujuannya.

Adapun pegawai Inspektorat yang telah mengikuti pendidikan teknis

pengawasan terdiri dari :
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a. Ada 16 (Enam Belas) orang yang memiliki Sertifikasi Jabatan Fungsional
Auditor (JFA) dan sebagai Auditor dengan rasio 39,02 % dibandingkan
dengan pegawai yang ada.

b. Ada 3 (Tiga) orang yang memiliki Sertifikasi Jabatan Fungsional Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) dengan rasio 7,31
% dibandingkan dengan pegawai yang ada.

Berdasarkan pengamatan dan dokumentasi jumlah SDM yang ada di
Inspektorat Kabupaten Musi Rawas pada umumnya dan jumlah auditor pada
khususnya didapatkan fakta bahwa jumlah auditor Inspektorat Kabupaten Musi
Rawas masih sangat Kurang. |

Sebagaimana sejalan dengan hasil wawancara kepada Sekretaris
Inspektorat

“Kalau di menejer Tim itu ada empat IRBAN, seorang menejer minimal

harus membawahi tiga pengawas, kemudian satu pengawas minimal tiga

ketua tim, kemudian ketua tim minimal dua anggota tim. Jadi satu irban itu
ada satu pengendali mutu, tiga pengawas, berarti enam anggota tim,
kemudian anggota tim 12 + 6 + 3 jadi 21 x 4 = 84. Idealnya Itu tenaga
auditnya, ada juga tenaga admintraturnya satu orang jadi butuh 85 orang.

Dengan kondisi sekarang auditor 16 orang sudah termasuk ketua tim”

Hal senada juga diungkapkan Ka Sub Bag Umum Kepegawaian.

“SDM sampai dengan saat ini, Secara Kuantitas masih banyak kurang.

Masih banyak kurang belum sesuai dengan jumlah yang kita butuhkan.

Namun secara administrasi kekurangan tersebut sudah kita mintakan

kepada pimpinan daerah, untuk melengkapi baik secara eksternal ataupun

internal yang sudah dikabupaten Musi Rawas mutasi masuk ke inspektorat.

Itu secara kuantitas.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas kekurangan jumlah auditor tersebut

sudah dilaporkan kepada Kepala Daerah, dan Inspektorat sudah membuka

pendaftaran bagi PNS dilingkungan Kabupaten Musi Rawas agar mengikuti ujian
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dan diklat yang akan dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Musi Rawas agar
bisa menjadi auditor Inspektorat Kabupaten Musi Rawas.

Kurangnya auditor tersebut mengakibatkan beban auditor semakin
menumpuk, sehingga berpengaruh terhadap kinerja auditor. Karena harus
memeriksa laporan keuangan puluhan OPD, kecamatan dan SPJ dana desa
sckabupaten Musi Rawas. Sedangkan Menurut Mihret dan yismau
mengungkapkan bahwa kurangnya staf yang berkualitas melemahkan kualitas
audit internal dalam sektor public. (Mihret & Yismaw, 2007)

Apalagi bila mendekati akhir tahun, laporan semakin menumpuk karena
semua instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas bersamaan
tutup buku. Pemeriksaan juga dilakukan per-triwulanan dan tahunan, guna
mengetahui efektivitas anggaran.

Dengan banyaknya audit laporan keuangan yang harus dikerjakan setiap
tahun, maka diharapkan agar segera diberi tambahan auditor baru. Mudah-
mudahan tahun berikutnya jumlah auditor dapat mencukupi  sehingga
pelaksanaan pengawasan internal atau audit internal lebih efektif.

Kebutuhan ini sudah disampaikan ke pemerintah agar mendapat perhatian
khusus dan segera ditindaklanjuti. Persoalannya bukan hanya kekurangan SDM,
tapi juga kualitas dari auditor yang dinilai masih perlu ditingkatkan. Dengan
tujuan mencukupi kekurangan jumlah auditor agar pelaksanaan pengawasan
intern atau audit intern dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga cakupan
penugasan auditor internal yang masih sangat kurang dapat terpenuhi, seperti
yang disampaikan oleh Sekretaris Inspektorat.

“Cakupan penugasan tidak nyampe 10% yang harus jalan Karena gini
daftar objek kemudian realisasi peran PKPT nya dari segi nilai yang
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diawasi itu mestinya kalo [0% dari tren 1,2 T berarti sekitar 120 miliyar
kalo [0% ternyata kita tidak nyampe 10% pun itu Karena berbicara
masalah mandatori wajib mau tidak mau harus dikerjakan dengan aturan
hukum “

Sedangkan Jumlah SDM yang di sekretariat Inspektorat Kabupaten Musi
Rawas juga masih kurang. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris
Inspektorat.

“Disckretariat juga begitu sekarang kita petakan dari jumlah output yang
mau dihasilkan, yang mandatori, kemudian tugas tambahan, maka
dibutuhkan 23 staf dibagi untuk tiga sub bagian. Kondisi sekarang baru
delapan orang.”

Dari hasil wawancara diatas disebutkan bahwa staf sekretariat juga masih
kurang yang idelanya 25 orang PNS, akan tetapi di sekretariat hanya memiliki 8
orang Staf PNS. Untuk mencukupi dan membantu keurangan staf disekretariat
inspektorat tersebut adalah dengan adaya tenaga Honorer yang berjumlah 6
(enam) orang.

Kualitas sumber daya manusia yang handal akan menetukan keberhasilan
dan kemajuan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan penga -
matan dan dokumentasi laporan telaah staf tata kelola APIP didapatkan bahwa
Kualitas SDM terutama Auditor masih kurang, sesuai dengan hasil wawancara
kepada Ka Sub Bag Umum Kepegawaian.,

“Secara kualitas SDM yang kita bagi dua golongan, yang pertama untuk
SDM pengawasan itu untuk meningkatkan kompetensi sudah ada,
beberapa jenis diklat yang sudah kita kirimkan sesuai dengan kebutuhan
yang paling mendasar secara organisasi. Namun masih tetap kita pacu
untuk mendiklatkan mereka supaya wntuk mengikuti perkembangan
dengan apa yang seharusnya, seorang auditor bisa mengawal
pembangunan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi tetap komitmen
pimpinan untuk menyediakan anggaran wntuk peningkatkan kompelensi
masing masing petugas pemeriksa baik auditor maupun jabatan

Sfungsional P2UPD, Jadi untuk sementara bagi yang sudah diklat memang
lebih efektif untuk melakukan pengawalan ataupun pengawasan Karena

127




43418.pdf

mereka memang sudah dibekali sesuai dengan jenis kebutuhan sesuai
dengan apa yang menjadi harapan dari tujuan institusi kita.

Berdasarkan laporan telaah staf tata kelola APIP diuraikan l‘Jahwa
manajemen SDM pada Inspektorat Kabupaten Musi Rawas belum dapat
mengidentifikasi dan merekrut tenaga SDM yang kompeten, dan setiap pegawai
belum melakukan pengembangan profesi melalui diklat, inhouse training, dan
bentuk pengembangan profesi lainnya. Sertifikasi dari organisasi profesi belum

terlaksana, dan pengembangan kompetensi SDM APIP belum berbasis tim (Team

Building). Fakta fakta yang mempengarui hal diatas adalah sebagai berikut :

a. Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM

b. Terbatasnya sarana dan prasarana

¢. Terbatasnya anggaran yang tersedia

d. Kebutuhan informasi hasil f)engawasan intern APIP dari Stakeholder

semakin meningkat.

Pernyataan diatas sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh sekretaris

inspektorat.
“Kompetensi untuk menjadi auditor ketua tim misalnya harus di bekali
substansi diklat contohnya seorang ketua tim harus didiklat proses
pengadaan barang dan jasa, keuangan, perpajakan, system teknologi
informasi (TI), dan manajeman resiko terakhir audit investigasi, minimal
untuk ketua tim keuangan dibagi 2 keuangan pemerintah pusat dan daerah,
perpajakan juga dibagi 2 pusat dan daerah. *
Seorang auditor tidak hanya mengaudit karena sudah memiliki sertifikasi

auditor, setiap auditor harus melakukan pengembangan _profesi melalui diklat,

inhouse training, dan bentuk pengembangan profesi lainnya.

Fakta diatas juga sesuai dengan apa yang dikeluhkan oleh para auditor di

Inspektorat Kabupaten Musi Rawas dalam hal kesempatan untuk mengikuti
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beberapa diklat agar bisa meningkatkan kompetensi auditor dalam menjalankan

tugas pengawasan. Wawancara kepada Ka Sub Bag Umum Kepegawaian.
“ Beberapa keluhan dari auditor intern inspektorat yang bersifat normal,
seperti minta untuk didiklatkan atau dididik sesuai dengan kebutuhan
bidang dan tupoksinya untuk menjalankan tugas tersebut. Namun itu
harus tetap antri, antri dalam artian secara kebutuhan yang skala
prioritasnya penting itu kita dahulukan namun untuk yang mereka anggap
sangat penting namun keterbatasan ada pada kita, tetap kita tunda”

Untuk mengikuti diklat untuk meningkatkan dan pengembangan
kompetensi SDM APIP belum berbasts tim (Team Building).

b. Ketersediaan Dana (Money)

Unsur perencanaan dan penganggaran adalah kesatuan konsep yang tak
dapat dipisahkan satu sama lain. Pengawasan intern pemerintah tidak dapat
dijalankan tanpa adanya kepastian ketersediaan anggaran. Dalam prosedur
perencanaan dan penganggaran keuangan ditekankan pentingnya koordinasi antar
sub bagian dan partisipasi seluruh IRBAN dan seluruh SDM dalam Inspektorat
Kabupaten Musi Rawas.

Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2017 disusun
dengan mengakomodir usulan-usulan program dan kegiatan dari seluruh Inspektur
Pembantu (IRBAN) kemudian dilakukan penyelarasan pada Sekretariat untuk
seterusnya disusun menjadi Rencana Kerja Inspektorat.

Dukungan anggaran (pendanaan) dalam pengelolaan unit aparat pengawasan
merupakan hal pokok, mengingat pelaksanaan kegiatan pengawasan tidak terlepas

dari dukungan dana dalam menunjang pelaksanaan pengawasan. Pimpinan APIP

harus memperhatikan dukungan anggaran tersebut untuk mencapai visi, misi dan

tujuan APIP. Wawancara dengan Staf Perencanaan Inspektorat.
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“Perencanaan anggaran itu masalah penting, harus lebih mendapatkan
perhatian dari pimpinan dan pemerintah Daerah, bukan hanya masalah gaji
dan biaya kantor lainnya, akan tetapi biaya yang lebih penting dan perlu
direncanakan dengan baik adalah biaya untuk pengawasan”

Dari Hasi] wawancara dengan salah satu staf perencanaan diatas dapat
dilihat bahwa perencanaan anggaran adalah hal yang paling penting terutama
untuk biaya pengawasan itu sendiri. Peraturan Dirjen Anggaran No. 2/2010
menyatakan bahwa Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) adalah penganggaran
yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan
dengan oufput dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian
hasil dan output tersebut.

Dalam penganggaran berbasis kinerja diperlukan tiga hal yaitu indikator
kinerja, evaluasi kinerja, dan standar biaya. Rekomendasi strategis sebagai output
memerlukan standar biaya yang merupakan alat manajemen untuk perencanaan
dan pengendalian. Biaya standar yang ditentukan dengan realistis akan
mendorong pelaksanaan pekerjaan secara efektif, karena pelaksana telah
mengetahui bagaimana pekerjaan seharusnya dilaksanakan dan pada tingkat biaya
berapa pekerjaan tersebut seharusnya dilaksanakan.

Penentuan Standar Biaya Keluaran dimulai dengan identifikasi output,
penentuan aktivitas strategis yang menjadi landasan output, dan menentukan
sumber daya (resources) yang dipakai dari aktivitas tersebut. Wawancara dengan
Sekretaris Inspektorat

“Untuk perencanaan pengendalian produknyakan PKPT, disetiap
pelaksanaan pengawasan acuannya PKPT, di PKPT ada ngak dikendalikan
disana Nomor PKPT, jenis pemeriksaannya apa, kapan jadwalnya, berapa
anggaranya, berapa timnya melalui PKPT bagaimana diluar PKPT itu ada
mekanisme harus persetujuan pimpinan jadi tidak bisa diputuskan
diperencanaan kemudian pengendalian secara kantor oleh kasubbag
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perencanaan  untuk penugasan pemeriksaan nanti laporan juga harus
kesana diolah kemudian informasi hasil pengawasan masuk ke irban sebagai
bahan evaluasi masing-masing, itu belum maksimal.

Mengingat fungsi dan manfaat dari Standar Biaya sangat penting, untuk itu
manajemen lebih mengarahkan kebijakan pada pelaksanaan tugas secara efisien
dan efektif. Dengan penetapan masalah strategis yang menjadi prioritas,
menjadikan Inspektorat lebih selektif dalam memilih penugasan. Berdasarkan
hasil pengamatan di bagian perencMn yaitu dengan melihat Renstra Inspektorat
2011-2015 dan realisasi penganggarannya didapatkan bahwa pada Inspektorat
Kabupaten Musi Rawas ditemukan penurunan trend ketersediaan dana dari
manajemen Puncak (Pemerintah Daerah).

Tabel 4.3

Tabel Rencana Pembiayaan Berdasarkan Rencana Belanja Langsung
Renstra dan Realisasi Penganggaran Tahunan DPA (2011-2015)

Rencana Dianggarkan
No | Tahun Anggaran Dalam DPA % Keterangan
Anggaran | Tahunan Renstra Tahunan

TA 2011 6.609.150.200, 4.500.000.000, | 68,08
TA 2012 6.607.930.000, 2.800.000.000, | 42,37
TA 2013 7.542.655.000, 3.641.544.000, | 48,28
TA 2014 7.227.810.000, 2.900.000.000, | 40,12
TA 2015 7.504.505.000, 2.900.000.000, | 38,65

[0 - I S 0 I O

Jumlah 35.492.050.200, | 16.741.544.000, | 47,17

Tabel 4.4
Tabel Rencana Pembiayaan Berdasarkan Alokasi Belanja Pengembangan
Kapasitas SDM APIP Renstra dan Realisasi Penganggaran DPA(2011-2015)

Rencana Anggaran | Dianggarkan
NO | Tahun Tahunan Renstra Dalam DPA %  |Keterangan
Anggaran Tahunan
1 | TA 2011 500.000.000,00 | 349.738.000,00 | 69,95
2 | TA 2012 525.500.000,00 | 249.000.000,00 | 47,38
3 | TA 2013 550.500.000,00 [ 573.380.000,00 | 104,15
4 | TA 2014 580.000.000,00 [ 334.000.000,00 } 57,59
5 | TA 2015 600.500.000,00 | 250.000.000,00 | 41,63
Jumlah | 2.756.500.000,00 [1.756.118.000,00 | 63,71
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Simpulan:

a. Secara total untuk jumlah pendanaan Program dan Kegiatan APIP periode
2011-2015 , tidak dapat direalisasikan sesuai alokasi anggaran tahunan
Renstra.
¢ Renstra rata-rata per tahun (Belanja Langsung) Rp. 7.098.410.000,00
¢ Anggaran rata-rata per tahun (Belanja langsung)Rp. 3.348.309.000,00

b. Hal ini terjadi juga dalam ﬁlokasi dana pengembangan SDM APIP periode
2011-2015 , tidak dapat direalisasikan sesuai alokasi anggaran tahunan
Renstra.
® Renstra rata-rata per tahun (Belanja Langsung) Rp. 551.300.000,00

» Anggaran rata-rata per tahun (Belanja langsung) Rp. 351.250.000,00

Dari tabel diatas didapatkan bahwa dari sisi kerangka pendanaan untuk
mewujudkan target sasaran strategis dibandingkan dengan realisasi pendanaan
masih dibawah rata rata dari kebutuhan untuk mewujudkan target sasaran
strategis. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan beberapa Staf bagian
perencanaan Inspektorat

” Dari trend dengan cakupan yang besar dukungan nya sudah oke tetapi

tidak mencukupi. Kendala di inspektorat satu dalam menentukan anggaran,

dua dalam proses rekruitmen jumlah SDM tidak ada kewenangan.

Kendalanya yang berubah ubah tidak konsisten.”

Sejalan dengan yang disampaikan Sekretaris Inspektorat.

“Contoh secara simpel inputnya minimal outputnya maksimal, bagus, itu
efisiensi besar besaran tetapi sejauh mana efisiensi itu. Kalu misalnya kalau
faktor faktor infutnya SDM, Minimal pemenuhan kebutuhan SDM
kesejahteraan SDM nya harus dipenuhi.”
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Dengan infut yang minimal menghasilkan output yang maksimal, itu
memang bagus, akan tetapi sejauh mana efisiensi itu bisa terus bertahan
sedangkan kebutuhan minimal kesejahteraan SDM belum terpenuhi. Contohnya
pada tahun 2016 kemarin adanya pencabutan tunjangan APIP bagi Inspektorat
Kabupaten Musi Rawas dengan alasan efisiensi anggaran.

¢. Sarana Dan Prasarana (Mechine)

Sarana untuk keperluan pengawasan intern pemerintah seperti mesin ketik,
computer, alat kerja, kendaraan dan ruangan kerja mempengaruhi tingkat
keberhasilan atau keefektifan pengawasan. Tanpa Sarana yang memadai
pekerjaan pengawasan menjadi terhambat, dilain pihak dengan sarana yang
memadai akan mendorong kelancaran penyelesaian tugas pengawasan. Oleh
Karena itu penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasaranaa pengawasan perlu
dikelola secara baik sehingga selalu tersedia saat dibutuhkan demi kelancaran
tugas pengawasn. Berdasarkan Dokumen Rencana Strategis Inspektorat 2016-
2020 Sarana dan prasarana yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Musi Rawas
untuk menunjang kelancaran tugas dan operasional yaitu :

a) Tanah dan Bangunan
Bangunan gedung kantor terdiri dar satu lantai seluas 675 M2 senilai Rp.
1.589.421.960,56 - sedangkan tanah masih dalam proses pengusulan ke
Bagian Tata Pemerintahan Setda.Kabupaten Musi Rawas.

b) Inventaris/Peralatan Kantor
Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari meubeler, peralatan

komputer PC dan Laptop serta peralatan kantor lainnya yang diperoleh dan

pengadaan Anggaran rutin.
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¢) Kendaraan Dinas
Kendaraan Dinas yang dimiliki per 31 Desember 2015 sebanyak 10 buah
yang terdiri dari 6 unit kendaraan roda 4 dan 4 unit kendaraan roda 2, dengan
rincian sebagai berikut :
1) 6 unit kendaraan roda 4 terdiri dari :

{ unit mobil minibus merk Mitsubishi Kuda UBSWGLX Tahun 2002

Nomor Polisi BG 15 G (kondisi kurang layak pakai),

¢ 1 unit mobil minibus merk Mitsubishi Kuda Tahun 2003 Nomor
Polisi BG 1080 GZ (kondisi kurang layak pakai);

¢ 1 unit mobil minibus merk Toyota Avanza Tahun 2007 Nomor Polisi
BG 1054 GZ (kondisi layak pakai);

¢ 1 unit mobil minibus merk Toyota Avanza Tahun 2007 Nomor
Polisi BG 1055 GZ (kondisi layak pakai);

¢ 1 unit mobil minibus merk Suzuki APV Tahun 2007 Nomor Polisi BG
1071 GZ (kondisi layak pakai);

¢ 1 Unit mobil Double Cabin L200 Merk Mitsubishi Triton, Tahun
2010,Warna Merah Nomor Polisi BG 9126 GZ (kondisi layak pakai);

2) 4 unit kendaraan roda 2, terdiri dari :

¢ 1 unit sepeda motor merk Suzuki FD Tahun 2004 Nomor Polisi BG
5396 GZ (kondisi tidak layak pakai);

¢ 1 unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX-4T CW Tahun 2007
Nomor Polisi BG 3695 GZ (kondisi tidak layak pakai);

Dari telaah dokumen diatas diperoleh bahwa sarana dan prasarana |

pendukung pelaksanaan pengawasan intern pemerintah kabupaten Musi Rawas
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juga masih belum mencukupi sedangkan kebutuhan informasi hasil

pengawasan intern APIP dani stakeholder semakin meningkat. Hal senada juga

disampaikan oleh Ka Sub Bag Umum Kepegawaian.
“ Sampai dengan saat ini sarana dan prasarana kalau dibilang sangat
cukup itu masih jauh, tetapi untuk menjalankan tugas sebagaimana tugas
dan fungsinya ya.... sudah memadai. Paling yang belum untuk mobilitas
kendaraan afaupun angkutan yang belum memadai, karena mereka
banyak kelapangan dan dilapangan kan bapak sudah tau dengan kondisi
daerah kita disamping jauh dengan disana sini masih banyak jalan yang
harus ditempuh dengan kendaraan yang lebih memadi namun fasilitas kita
belum dan angkutan umumpun tidak memadai jadi terpaksa memang
secara jadwalnya harus diatur sesuai betul dengan kondisi kendaraan
yang ada.”

Apa yang disampaikan diatas juga sesuai dengan hasil wawancara pada
Auditor I Inspektorat.

“ Kami agak sedikit terhambat jika akan kelapangan kedaerah daerah
yang sulit dijangkau. Sedangkan ketersediaan kendaraan roda empat yang
dapat menjangkau daerah yang sulit tersebut belum tersedia, angkutan
umumpun tidak bisa diandalkan.”

Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengawasan ikut memberikan
kontribusi yang besar dalam pencapaian keberhasilan APIP dalam bidang
pengawasan. Sarana dan Prasarana tersebut antara lain meliputi ruang kerja yang
memadai, kendaraan dinas operasional, sarana informasi teknologi, computer, alat
tulis kantor dan sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara diatas didapatkan
bahwa kendaraan dinas Operasional belum memadai. Sedangkan wilayah kerja
APIP dalam wilayah kabupaten Musi Rawas masih terdapat wilayah yang sulit
dijangkau dengan kendaraan biasa dan kendaraan umumpun belum bisa
memenuhi kebutuhan pengawas intern untuk menjamgkau daerah daerah binaan
dalam wilayah kabupaten Musi rawas. Sehingga Untuk melakukan perjalanan

dinas pengawasan harus diatur jadwal. Menurut pengamatan peneliti ini menjadi
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salah satu penyebab kurang efektifnya fungsi pengawasan. Sedangkan untuk
sarana dan prasarana yang lain seperti ruang kerja sarana informasi teknologi,
computer, alat tulis kantor dan sebagainya sudah cukup memadai, seperti
disampaikan oleh Ka Sub Bag Umum Kepegawaian.
“Namun dari sarana dan prasarana lain yang ada dikantor itu sudah
cukup memadai, baik dari segi kelengkapan kerja, ya... semuanya sudah
tercukupi ataupun sudah memadai.”

Dari hasil wawancara datas dapat ditarik kesimpulan bahwa sarana dan
prasarana di inspektorat Kabupaten Musi Rawas sudah cukup memadai. Karena
tersedianya sarana dan prasarana kerja merupakan salah satu indikator efektivitas.
Maksudnya adalah kemampuan bekerja secara produktif dengan sarana dan
prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan. Akan tetapi berdasarkan hasil
observasi dokumen Renstra terdapat beberapa ruangan yang masih belum ada dan
akan diupayakan untuk ketersediaannya oleh pemerintah daerah karena tidak kita
pungkiri bahwa sarana dan prasarana akan mendukung produktivitas APIP.
Berikut ini ditampilkan tabel sarana dan prasarana yang diusulkan ke Pemkab

Musi Rawas dalam menunjang efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan.

Tabel 4.5
Tabel Saran dan prasarana Yang Belum Ada Di Inspektorat Kabupaten
Musi Rawas
No Uraian Keterangan

1 Ruang Musholla Diusulkan sejak 2013, untuk sarana pembinaan
mental dan spiritual Pegawai.

3 {Ruang Arsip/Buku | Diusulkan sejak 2013, untuk pengamanan arsip
Pedoman APIP Laporan Hasil Audit dan ruang baca pegawai

4 | Ruang Konsultasi | Pelaksanaan konsultasi pengawasan,
SKPD/Satgas mempergunakan ruang kepja Irban Wilayah dan
atau Sekretaris.
5 | Ruang Kerja | Pejabat Fungsional Auditor, sementara ditempatkan
Pejabat Fungsional | pada masing-masing Irban Wilayah dan Sekretariat.
(Auditor/P2ZUPD)
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d) Metode

Berdasarkan observasi pada organisasi Inspektorat Kabuupaten Musi Rawas
sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan pengawasan
sesual Program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam dokumen anggaran
setiap tahunnya dan berpedoman pada SOP yang ada serta dengan segala
keterbatasan baik sumber daya manusia dan dana Inspektorat melaksanakan
kegiatan yang sifatnya skala prioritas dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri tentang Kebijakan Pengawasan (Jakwas) yang dikeluarkan oleh setiap
tahunnya.

Untuk mencapai sasaran audit berdasarkan ruang lingkup audit yang telah
ditetapkan, auditor harus menggunakan metodologi audit yang meliputi antara
lain:

a. Penetapan waktu yang - sesuai untuk melaksanakan prosedur audit intern
tertentu;

b. Penetapan jumiah bukti yang akan diuji;

c. Penggunaan teknologi audit intern yang sesuai seperti teknik sampling dan
pemanfaatan komputer untuk alat bantu audit intern;

d. Pembandingan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Perancangan prosedur audit intern untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan
dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan dan, ketidakpatutan
(abuse).
¢) Bahan (Material)

Karena APIP adalah unit kerja yang intinya sebagai pemberi informasi

pengawasan, maka dukungan bahan (material) lebih ditekankan kepada dukungan
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perangkat lunak seperti halnya aplikasi aplikasi yang dapat ménunjang
pelaksanaan pengawasan juga berbagai pedoman atau manual yang menunjang
pelaksanaan pengawasan.

f). Kebijakan dan prosedur

Pimpinan APIP harus menetapkan kebijakan dan prosedur (manual audit)
untuk memandu Aktivitas Audit Internal yang bentuk dan isinya tergantung pada
ukuran dan struktur serta kompleksitas pekerjaan Aktivitas Audit Internal yang
bersangkutan. Manual audit baik untuk teknis maupun administratif dalam bentuk
formal tidak harus dimiliki oleh setiap Aktivitas Audit Internal. Untuk Aktivitas
Audit Internal yang kecil dapat dikelola secara informal, di mana staf masih dapat
dikelola dan diarahkan melalui pengawasan melekat sehari-hari serta penggunaan
memo-memo yang menunjukkan kebijakan dan prosedur yang harus diikuti.
Namun dalam sebuah Aktivitas Audit Internal yang besar, suatu kebijakan dan
prosedur yang lebih formal dan komprehensif sangat penting untuk memandu staf
audit internal dalam pelaksanaan audit internal.

Kebijakan pengawasan di lingkungan kementerian dalam negeri dan
penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2017 yang menjadi acuan, sasaran
dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan dan pengawasan di lingkungan
kementerian dalam negeri, Kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah.
Tujuan kebijakan pengawasan di lingkungan kemendagri dan penyelenggaraan
pemerintahan daerah tahun 2017 untuk meningkatkan kualitas pengawasan intenal

di lingkungan kemendagri; mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh

kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi dan
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pemerintah  kabupaten/kota; dan meningkatkan penjaminan mutu atas
penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan
Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP).
Pelaksana dan kebijakan pengawasan yang ditetapkan dalam permendagri
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Utama
Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam
Negeri, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota dengan materi
pengawasan meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis atas pelaksanaan
urusan pemerintahan konkuren, dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum di
daerah. Sebagai dasar pelaksanaan kebijakan pengawasan di kabupaten Musi
Rawas.

APIP harus menyusun kebijakan dan prosedur untuk mengarahkan kegiatan
audit. Kebijakan dan prosedur dibuat untuk memastikan bahwa pengelola APIP
serta pelaksapaan auditnya dapat dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif.
Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan meliputi kebijakan dan prosedur
pengelokaan instansi dan kebijakan dan prosedur pelaksanaan audit.

Kebijakan adalah arah / tindakan yang diambil oleh kepala SKPD sebagai
pedoman dalam pelaksanaan program / kegiatan untuk mencapai tujuan.
Berdasarkan hasil telaah dokumentasi Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten
Musi Rawas Tahun 2016-2021 maka ditetapkan 7 {Tujuh) kebijakan yaitu :

a. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai;
b. Peningkatan kualitas SDM Aparatur Pengawas;
¢. Terlaksananya pengawasan internal secara berkala;

d. Peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
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Berdasarkan Buku SOP Pengawasan Inspektorat Kabupaten Musi rawas
diatas disimpulkan bahwa sudah terdapat kebijakan, acuan sistem dan prosedur
dalam pelaksanaan pengawasan intern pemerintahan. Hal ini juga sesuai dengan
hasil wawancara dengan Sekretaris Inspektorat.

* Kebijakan dan prosedur yang sudah dimiliki oleh inspektorat sudah ada
dan cukup baik. Dan kalau prosedur dikerjakan Sudah efektif.
Tapi.. Prosedur belum dikerjakan. “Prosedur pelaksanaan audit sudah
cukup. Misalnya Prosedur penyusunan program kerja, dari sekian banyak
prosedur yang harus ada, peta pengawasan dan ini masuk program kerja
prosedur dalam rangka objeknya sendiri. Kembali lagi yang melaksanakan
prosedur, kembali lagi dukungan dari anggaran. Prosedur itu harus
dikerjakan prosedur audit pedomannya ini bisa dilaksanakan kalu ada
dukungan bukan prosedur yang tidak ada.

Sistem dan Prosedur pengawasan berupa Standar Operasional Prosedur
(SOP) scbagai acuan dan penyamaan persepsi sehingga mempermudah dalam
perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindaklanjut hasil pemeriksaan yang
dilakukan oleh Inspektorat.

Prosedur Yang sudah dibuat di inspektorat kabupaten Musi rawas harus
dilaksanakan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam
mewujudkan penyelenggaraan tugas secara tertib, efisien dan efektif. Akan tetapi,
Prosedur prosedur yang sudah dibuat diinspektorat tersebut belum sepenuhnya
dilaksanakan oleh auditor inspektorat kabupaten Musi Rawas sebagai pengawas
intern pemerintah. Hasil Wawancara Auditor I :

SOP yang ada didalam inspektorat Sudah sangat mendukung sekali dalam
program pengawasan. Mulai dari penyusunan surat tugas sampai dengan
penyusunan laporann itu sudah diatuar didalam SOP. Pada pelaksanaannya
tidak sesuai dari apa yang sudah tertulis dalam SOP, dalam pelaksanaanya
kembali lagi kepada personil yang memang selaku pelaksananya tidak
melaksanakan SOP. Urutan urutan kegiatan dalam SOP itu tidak terpenuhi
beberapa proses seringkali dilewati dalam rangka melaksanakan tugas

pengawasan tersebut. Misalnya dalam penerbitan Surat Tugas itu harus
diverifikasi dulu oleh Ka Sub Bag Perencanaan. Nah dalam penyusunan Surat
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Tugas ini biasanya Auditor tidak melalui Ka Sub Bag Perencanaan lagi.
Mereka langsung menyusun dan menaikkan surat tugas langsung kepda
Inspektur tanpa verifikasi dari Ka Sub Bag Perencanaan. Nah ini adalah
salah satu contoh Prosedur yang sering dilewati oleh pemeriksa.

Berdasarkan SOP Pelaksanaan pengawasan, untuk penerbitan surat tugas
dimulai dari Inspektur Pembantu yang merencanakan penetapan Tim yang akan
ditugaskan. Kemudian dalnis/ketua Tim membuat konsep ST yang diparaf Irban
dan berkas penugasan lainnya sesuai dengan Pedoman. Setelah itu, konsep Surat
tugas diserahkan ke Sub Bag Perencanaan untuk keperluan pengendalian dan
verivikasi. Selanjutnya diserahkan kepada inspektur untuk ditanda tangan.

Sedangkan berdasar hasil wawancara dengan auditor I diatas didapatkan
bahwa masih ada beberapa tahap dalam prosedur pelaksanaan tugas pengawasan
yang dilewati oleh pengawas. Hal ini menunjukkan bahwa SOP dalam
pengawasan masih belum sepenuhnya dilaksanakan oleh para pengawas.

Hal ini juga selaras dengan apa yang sudah disampaikan oleh Direktur RS
Sobirin:

“Dari hasil pantauan saya sendiri secara pribadi, tim tidak menjalankan
prosedur. Tidak menjalankan prosedur yang akan dilaksanakan sehingga
kami tidak tahu apa yang akan diperiksa. Kemudian pemeriksaan seakan
akan tergesa gesa, tidak memenuhi jadwal, ahh...... Tidak mematuhi jadwal
maksudnya bukannya memenuhi jadwal maksudnya. Ya.. jadi akibatnya apa ...
ya itu tadi yang saya bilang tergesa gesa.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur yang sudah
dibuat untuk pengawasan belum dijalankan dengan semestinya misalnya dijadwal
enam hari hanya dilaksanakan kurang dari enam hari. Padahal semestinya
pengawas intern pemerintah harus berupaya agar hasil pengawasan vang

dilaksanakan  dapat bermanfaat untuk memperbaiki, menertibkan,

menyempurnakan dan meningkatkan kinerja instansi yang diawasi sekaligus
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bermanfaat dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan
masyarakat, karena dalam Standar audit intern pemerintah Indonesia kebijakan
dan prosedur kegiatan audit intern dibuat untuk memastikan bahwa pengelolaan
APIP serta pelaksanaan kegiatan audit intern dapat dilakukan secara ekonomis,
efisien, dan efektif.

Dalam SOP setelah surat tugas diterbitkan, tim menyampaikan surat
pemberitabuan pemeriksaan kepada auditee sesuai surat tugas. Selanjutnya tim
melakukan pemeriksaan sesuai dengan Program Kerja Audit (PKA) dan jangka
waktu yang telah ditentukan pada surat tugas sesuai dengan pedoman yang telah
dibuat oleh Inspektorat Kabupaten Musi Rawas.

4. Attribut auditan

attribut auditan mencakup kemampuan pihak yang diaudit untuk secara
efisien dan efektif menenuhi tujuan organisasi, sikap auditan terhadap audit
internal dan bagaimana kerjasama pihak aunditan dan auditor selama proses audit
atau pengawasan internal yang berhubungan dengan akses terhadap kebutuhan
pengawasan. Hasil wawancara dengan Auditor 1 :

“Selama pemeriksaan auditi sudah cukup terbuka dan memberikan akses
penuh terhadap dokumen dokumen yang akan diperiksa, hanya saja yang
sering menjadi kendala adalah ketersediaan dokumen yang terkadang masih
belum tersedia, contohnya pada pemeriksaan stock obat dipuskesmas,
bagaimana mau dicross cek kalua pencatatan kartu stock belum lengkap.”
Hal yang Senada juga disampaikan oleh Auditor I :
“Kerjasama dengan auditi dalam rangka ketersediaan bahan atau dokumen
dokumen yang mendukung audit, saya rasa selama ini sudah cukup lumayan
ya. Apa yang kita minta mereka bersedia untuk menyediakannya, hanya saja
terkadang agak lambat saja dan terkadang juga itu... Dokumennya itu kurang
lengkap, kadang masih dicari cari dulu. Atau malah terkadang tidak
ditemukan atau tidak tersedia.”

“Ada beberapa auditi yang kurang merespon dalam hal menyajikan dokumen -
dokumen yang diperlukan oleh auditor. Entah itu memang dokumennya yang
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tidak ada ataupun auditi seolah olah mengulur ngulur waktu walaupun pada
akhirnya dokumen yang diminta tetap disajikan.”
Dan Hasil wawancara dengan Irban :

“Sikap Auditi Rata rata bisa kerjasama, cuman ada yang kalau ketika kasus
ada yang tertutup harus kita gali dulu. Kalo kita evaluasi kerjasamanya
sudah bagus. Sikap auditi kadang kadang kito minta data kita minta hari ini,
mereka tidak siap, harus nunggu besok.”

Dari hasil wawancara diatas didapatkan uraian bahwa sikap para auditi
terhadap audit internal sudah cukup baik. Mereka memberikas akses penuh
terhadap dokumen dokumen yang menunjang proses pengawasan. Akan tetapi
waktu penyediaan dokumen yang masih sering telat atau terlambat dan
keersediaan dokumen yang masih banyak belum tersedia.
yang disampaikan oleh Auditor II:

“ Alhamdulillah para auditi bersikap menerima dan bisa bekerjasama
selama proses audit. Sebenarnya sikap dari para auditi ini tergantung dari
sikap kita para auditor, kalau kita datang dengan baik baik dalam arti kata
tidak terlalu merasa sebagai orang yang akan mengaudit atau petantang
petenteng, mereka juga akan menerima kita dengan nyaman fanpa ada rasa
canggung. Sebaliknya mereka akan canggung dan sedikit takut jika sikap kita
kepada mereka seperti Sok serba tau dan serba menguasai.”

Dari hasil wawancara diatas dapat diuraikan bahwa sikap auditi juga
tergantung dengan sikap dari para auditor yang akan melaksanakan audit internal
di SKPD auditi. Karena untuk mendapatkan efektifitas audit internal para audit
membutuhkan akses penuh dan tidak terbatas dari semua aktifitas pengawasan.

Untuk Mendapatkan akses penuh dan tidak terbatas dari semua akfifitas
pengawasan inilah dibutuhkan kerjasama dari para auditi. Sikap auditi terhadap
proses dan hasil audit internal harus bisa berkerjasama dengan sechat dan

bersinergi dengan para auditor atau pengawas internal.
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BAB VY

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti
pada bab-bab sebelumnya, diketahui bahwa Keefektifan Inspektorat dalam
Pelaksanakan Pengawasan Internal di Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kurang
cfektif bedasarkan empat indikator efektifitas pengawasan internal yang
dikemukakan oleh Mihret dan Yismaw (2007) yang menyatakan bahwa
keefektivitas pengawasan atau audit internal dipengaruhi oleh kualitas audit
internal, dukungan manajemen, pengaturan organisasi, dan attribut auditi.

Pada penelitian yang berjudul Keefektifan Inspektorat Dalam Pelaksanaan
Pengawasan Internal di Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, didapatkan temuan
bahwa rekomendasi hasil audit masih ada yang belum dimengerti oleh auditi dan
belum bisa digunakan untuk perbaikan dimasa datang sehingga kualitas Audit
internal masih kurang, dan dukungan manajemen puncak masih kurang terkait
ketersediaan dana dan proses rekruitmen SDM. Serta pengaturan Organisasi
Masih kurang, karena banyak SDM yang belum sepenuhnya dibekali dengan
diklat substansi guna menunjang proses pengawasan dan masih ada auditor yang
melaksanakan tugas belum sepenuhnya mematuhi SOP.

Sedangkan attribut auditi sudah mendukung dalam proses pengawasan
intern pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas hanya saja terkendala dalam

ketersediaan dokumen,
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B. Saran
1. Teoritis

Dimensi Efektifitas audit internal dari Mihret dan Yismau dengan dimensi
Kualitas audit Internal, Dukungan Manajemen, Pengaturan Organisasai dan Sifat
auditan aspek memang cocok untuk menilai keefektifan organisasi inspektorat
dalam pelaksanaan pengawasan internal dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten
Musi Rawas, akan tetapi masih ada aspek-aspek lain yang perlu dipergunakan
untuk menilai keefektifan Inspektorat dalam pelaksanaan pengawasan yang lebih
luas dan mendalam, misalnya dimensi profesionalisme auditor dan standar etika

pengawasan.

2. Praktis

a. Perlu peningkatan kompetensi auditor internal dengan diklat diklat
substansi yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pengawasan
internal. Misalnya diklat audit BLUD, diklat audit kinerja, diklat
perhitungan kerugain negara, Pajak, dil.

b. Perlu diberikan dukungan dari manajemen dalam hal sumber daya manusia
dan ketersediaan dana untuk menunjang pelaksanaan pengawasan internal
dalam wilayah kabupaten Musi Rawas. Jangan hanya terbatas pada
kegiatan kegiatan pengawasan yang bersifat mandatori (yang wajib
dilakukan) saja.

c. Perlu diberikan dukungan kesejahteraan pengawas intern dari manajemen
puncak dalam hal ini pemerintah daerah guna menunjang peningkatan

kapabilitas APIP.
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d. Perlu diadakan sosialisasi standar dan prosedur dalam pengawasan internal

yang efektif.
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Lampiran : 1

1.

Pedoman Wawancara

Pertanyaan berkaitan dengan efektifitas pegawasan internal atau audit internal
L A. Kualitas Audit Internal

Untuk Auditi

Apakah Rekomendasi audit Internal memberikan kontribusi kepada SKPD
Bapak /Ibu untuk perbaikan.

Bagaimana Kompetensi Auditor

Bagaimana Independensi Auditor

Apakah Hasil TL bisa dikomunikasikan secara efektif antara auditi dengan

auditor.

Untuk Inspektorat

1.

Apakah Hasil TL bisa dikomunikasikan secara efektif antara auditi dengan
auditor.

Apakah T1 Tepat Waktu

Bagaimanakah perencanaan pengawasan di Inspektorat kabupaten Musi

Rawas

B. Dukungan Manajemen

L

2.

Bagaimana Dukungan Sumber Daya

Bagaimana Dukungan Manajemen Terhadap Hasil temuan Audit
Bagaimana Dukungan Manajemen puncak yaitu pemerintah Daerah dalam
Temuan audit

Bagaimana Dukungan Anggaran Pengawasan Intemal dari Pemerintah

Daerah
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C. Pengaturan organisasi
1. Bagaiman SDM inspektorat dalam mendukung pelaksanaan pengawasan
Interal
2. Bagaimana dukungan Ketersediaan dana untuk menunjang pengawasan
internal.
3. Bagaimana dukungan Sarana Dan Prasarana dalam pelaksanaan
pengawasan internal.
4. Bagaimana Dukungan Kebijakan Dan SOP dalam pelaksanaan
pengawasan.
D. Sifat auditan’
1. Apakah Auditan memberikan Akses penub dalam pelaksanaan
pengawasan internal
2. Bagaimana Sikap Auditan selama pelaksanaan pengawasan intern

3. Bagaimana kerjasama Auditan dalam pelaksanaan pengawasan internal.
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Lampiran : 2

PEDOMAN OBSERVASI

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati Inspektorat
kabupaten Musi Rawas  dalam pelaksanaan Pengawasan Internal pada
pemerintahan Kabupaten Musi rawas.
A Tujuan :
Untuk memperoleh informasi dan kegiatan yang dilakukan Inspektorat
kabupatenr Musi Rawas dalam pelaksanaan Pengawasan internal atau audit
internal dalam wilayah pemerintahan kabupaten Musi Rawas.
B.Aspek yang diamati:
1..Lingkungan fisik Inspektorat pada Umumnya
3.Unit tempat atau ruang kerja dan SDM inspektorat.
4.Sarana dan Prasarana Inspektorat Kabupaten Musi Rawas
5.Pelaksanaan Pengawasan Internal atau Audit Internal
6. Suasana kerja Tim Pemeriksa atau Auditor intern Inspektorat
7. Kerjasama Auditor Dan Auditi
8. Laporan Hasil Pengawasan

9. Dokumen lain yang mendukung dalam proses pengawasan internal




LAMPIRAN

MATRIK HASIL WAWANCARA
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Perencanaan
Pengawasan

wilayah
pemerintah

Rawas

Internal dalam

kabupaten Musi

pengawasann kan nanti produknya PKPT
ada dua yag harus dipahami yang kaitan
mendukung korbisnis itu contohnya tadi
ketersdiaan prosedur, ketersediaan alat-alat
untuk mendukung sarana prasarana,
kemudian teknologi, kemudian bahan
bacaan kemudian anggarannya itu tugas
rutin secretariat diperencanaan disana yang
belum itu. Jadi gaimana mengsingkronkan
antara kebutuhan dibidang pengawasan
dengan kebutuhan diikantor itu masih ada
gep.jadi seolah-olah kalo perencanaan
pengawasan itu tugas kassubag perencanaan

seharusnya berbasis resiko, sedangka
perencanaan kita sekarang hanya yan
mandatori saja. Kita belum memenul
kebutuhan kita yang sesungguhny
Diperintah reviu reviu, evaluasi LK]
ya... LKJP. Seharusnya paling tidd
peta resiko kito harus ada. Hal i
disebabkan ya,.... Itn SDM Inspekto:
Kuantitas masih kurang, kita beluj
dululah ngomongin kualita;
kuantitasnya saja masih kurang, d4
lagi Komitmen pimpinan kito bupa
masih kurang sehingga audit inteq

NO | Pertanyaan Informan I Informan 2 Informan 3
Indikator Kualitas Audit Internal
1 | Bagaimana Yang mendukung perencanaan | Perencanaan audit kita belum Efektif] Perencanaan yang mesti dibangun

prosedurnya bagaimana menyusun
perencanaan pengawasan, supaya
tadi untuk mendukung. Karena
keterbatasan dana dan orang
bagaimana perencanaan itu bisa
mendekati real Karena kinerja
petencanaan berapa yang di
rencanakan  kemudian  berapa
realisasinya supaya tidak jauh
menyimpang dari pelaksanaan nanti
itu kita masih jauh, Karena
perencanaaan itu mestinya = dari
bawah dari irban-irban apasih yang

padahal tidak.” masih kurang efektif, mau direncanakan untuk yang
pengawasan berbicara perencanaan
pengawasan itu belum.
NO | Pertanyaan Informan I Informan 2

2 | Bagaimana

Yang belum posisi sekarang itu bagaimana

Seharusnya dengan Rekomendasi
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Rekomendasi
Hasil temuan
Audit

informasi hasil pengawasan yang diolah itu
untuk memberikan perbaikan dalam tugas
atau pemeriksaan oleh irban-irbannya itu
yang belum, belum dimanfaatkan betul,
contoh misalnya laporan pemeriksaan yang
lalu ada informasi kita menggunakan system
informasi itu. Mestinya informasi itu sebagai
persiapan mereka untuk focus melakukan
pemeriksaannya, auditkan tidak lepas dari
sampling, audit juga tidak lepas dari system
pengendalian  intern  mestinya  dari
pengawasan itu dari hasil yang lalu bisa
terbaca oh ini pengendalian intemnya lemah,
pengadaan barang jasanya, oh dipengelolaan
keuangnya, pelaporan perpajakannya atau di
SDM nya dapat dilihat dari laporan yang
lalu ada kelompok oh..penyimpangan
banyak di tatalaksana atau dikepatuhan itu
belum dimanfatkan padahal itu sudah ada”
seharusnya auditor menggunakan hasil audit
untuk tinjauan awal dalam pelaksanaan
pengawasan dimasa yang akan datang, ini
scharusnya. Akan tetapi ini belum
sepenuhnya dijalankan dalam perencanaan
dan pelaksanaan pengawasan, itu yang
belum.”

hasil temuan -akan mengurangi
kesalahan, akan tetapi masih
ditemukan kesalahan yang berulang
ulang mungkin Karena sering terjadi
pergantian pengelola keuangan dan
bendahara. Pembinaan jadi berulang
lagi, dan juga kepala dinas kurang
paham terhadap keuangan, ada yang
terima beres saja. Makanya sering
terjadi penyimpangan yang berulang.
Pembinaan minimal setahun sekali,
dan regular tetap harus dilaksanakan,
regular sudah 3 tahun tidak
dijalankan Karena keterbatasan
anggaran dan SDM

Pertanyaan

Informan 4

Informan 5§

Apakah
Rekomendasi
hasil temuan audit

Hasil audit dari inspektorat itu sendir
seharusnya bisa digunakan untuk perbaikan
selanjutnya. Tetapi nyatanya hasil audit

Menurut pengalaman selama ini hasil
reviu dari inspektorat sudah sangat
bagus, mana yang manajemen
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memberikan
kontribusi kepada
Auditi

yang ditemukan tidak sepenuhnya dapat
diterapkan atau digunakan Karena Tim
kurang memehami bahan atan objek yang
akan diperiksa. Jadi Tim itu sebenarnya
kurang memahami bahan yang akan
diperiksa akibatnya apa, ya..... akibatnya
kami bingung. contohnya masalah
pengelolaan dari BLUD, ini terjadi persepsi
yang berbeda antara tim pemeriksa
inspektorat dengan BPKP dan BPK tidak
ada kata sepakat, tidak ada persepsi yang

keuangan yang kurang pas itu
diarahkan/ dibina. Dasar hukum
yang mereka tetapkan memang tepat,
jadi kita penataan keuangannya
menurut itu. Tapi,.. sebenarnya ada
juga hasil rekomendasi yang mis,
mungkin mereka terlailu kakun
terhadap hukum yang menurut kito
sesuai dengan peraturan  kito
sedangkan barang ini kito pake
memang kito laksanakan, jadi mau

sama. “ tak mau harus dikembalikan tapi dak
tau darimano dananyo sedangkan itu

memang telah dilaksanakan.”

NO | Pertanyaan Informan 6 Informan 7

4 | Apakah Tindak | Dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya | Ada sih auditi yang masih lamban
Lanjut auditor inspektorat kabupaten Musi Rawas | dalam menindaklanjuti rekomendasi
dikomunikasikan | pada umumnya sudah cukup baik, namun | hasil temuan, dengan artian belum
tepat waktu dilapangan sering terjadi beberapa auditor | mematuhi batas akhir kapan mereka

yang tidak melaksanakan program kerja
sesuai dengan program kerja audit yang
sudah direncankan, hal ini menyebabkan
ee...beberapa program kerja audit tidak
terlaksana dengan baik. Sehingga baik kertas
kerja maupun laporan hasil pengawasan
yang dibasilkan tidak sesuai dengan apa
yang direncanakan, terkait dengan waktu
pekerjaan auditor sering kali memakan
waktu yang tidak sesuai dengan rencana
waktu yang ditetapkan. Akibatnya beberapa

harus menindaklanjuti hasil temuan
tersebut. Ini terjadi batk pada
rekomendasi hasil temuan
inspektorat maupun hasil temuan
pihak eksternal
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laporan hasil pengawasan tidak
ditindaklanjuti sesuai dengan jadwal yang
semestiny

NO | Pertanyaan Informan 1 Informan 6 Informan 4
5 Bagaimana Posisi sekarang Karena syarat mendasar | Auditor Inspektorat Kabupaten Musi.| Satu lagi yang saya sebut masalah
Kompetensi mengaudit sertifikasi auditor sudah, namun | Rawas kalau dilibat dari | kompetensi, kompetensi itu
Auditor dari kompetensi belum, Karena mereka | kompetensinya sudah cukup | penguasaan dari bahan oleh
inspektorat harus dididik ya kita mungkin saya agak ini | mumpuni. Seluruh auditor di | auditor terhadap yang akan atau
kabupaten Musi | juga ya..kompetensi untuk menjadi auditor, | inspektorat rata rata berpendidikan | objek yang akan diperiksa kita
Rawas ketua tim misalnya harus di bekali substansi | S1 dan beberapa telah menyelesaikan | harus menguasai. Kalau enggak
bla-bla...bla itu belum cukup prosesnya | pendidikan Megister. Untuk | apa yang terjadi, terjadi pembiasan
panjang kaitan dengan anggaran, contoh | melengkapi tingkat kompetensi | akibatnya apa dari  hasil
sederhana seorang ketua tim harus pernah | auditor setiap tahunnya biasanya | pemeriksaan atau hasil
didiklat proses pengadaan barang dan jasa, | auditor diikutsertakan dalam diklat | pengawasan oleh auditor tidak bisa
keuangan, perpajakan, system teknologi | diklat substansi mengenai | kita  pakai  Karena  terjadi
informasi (TI), dan yang posisi skarang ada | pengawasan, terlepas dari diklat | pembiasan dan kami juga akan
manajeman resiko terakhir audit investigasi, | fungsional itu sendiri yang sudah | bingung menjalankanya.
minimal untuk ketua tim keuangan dibagi 2 | menjadi syarat kompetensi auditor.
keuangan pemerintah pusat dan daerah, | Nah.... diklat substansi nilah yang
perpajakan juga dibagi 2 pusat dan daerah. | masih kurang, kurang didukung
dengan pembiayaan, jadi itu... harus
Untuk anggota tim dia juga harus dibekali | antri kalau mau diklat
diklat proses pengadaan barang dan jasa,
keuangan, perpajakan, system teknologi
informasi (TI), bedanya dengan ketua tim
adalah manajeman resiko sama audit
investigasi yang baru bisa diklat pengadaan
barang dan jasa. Kompetensi standar sudah
terakomodir pada diklat sertifikasi.
NO | Pertanyaan Informan 4 Informan 5 Informan 6
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6 | Bagaimana Sebenarnya kalau menurut saya masalah | Ini tidak bisa dipungkiri masih belum | Masalah independen,... eee.....Ini
Independensi Independensi auditor kurang. Karena apa | independens, sulit untuk independe | sering kali bermasalah khususnya
pengawasan seorang auditor ditentukan oleh dua factor | Karena inspektorat masih dibawah | auditor di pemerintah daerah.
dalam lingkungan | atau dua unsur terutama satu yang saya | pemerintah daerah kabupaten jadi | Independensi dalam  bertugas
pemerintahan sebut independensi dan kompetensi. | sulit, ini masih terjadi memang | maupun dalam hubungan jaringan
kabupaten Musi | Independensi ini sangat dibutuhkan Karena | kenyataannya  memang  belum | kekerabatan, persaudaraan sangat
Rawas kebebasan dari auditor terhadap tekanan. | independens menjadi suatu masalah di audit

Nah kadang kadang ini terjadi seorang ' pemerintah karena masih banyak
auditor yang memeriksa kerabat atau hubungan kekerabatan,
keluarga, itu beda dengan jika orang yang pertemanan yang menjadi kadang
diperiksa atau petugas yang diperiksa itu kadang penugasan menjadi tidak
bukan kerabat atau keluarga. akibatnya independen.

independensi  tidak  berjalan  dengan

semestinya. Memang independensi ini

memang harus ada, Karena apa kalau terjadi

perbedaan itu maka pemetiksaan itu akan

bia

NO | Pertanyaan Informan 2 Informan 6 Informan 7

7 | Bagaimana Menurut aku pada umumnya yang resmi bae | Tanggapan auditi terhadap hasil | Rekomendasi hasil audit internal
Komuniksi hasil | setiap selesai audit sudah ditanggapi laporan  pengawasan  sangatlah | 80% nya rata rata sudah
pengawasan Mungkin kalo dak jelas, mereka minta | beragam, ada yang  dalam | ditindaklanjuti oleh aquditi, dan
internal penjelasan. Temuan inpektorat bae rata rata | menanggapi suatu temuan mereka | juga rata rata sudah disampaikan
pemerintah sudah selesai tetapi yang sekolah dan desa | langsung bisa terima, mereka puas, | fepat wakty, tetapi ada juga yang

kabupaten musi
rawas

susah ngumpul Tindak Lanjutnya

waktu komunikasi Tindak Lanjut biasanya
molor dari jadwal, kesadaran untuk Tindak
Lanjut masih kurang tergantung dari sikap
pimpinan SKPD nya, kadang kadang ada
yang cepat, kadang kadang dianggapnya
tidak terlalu prinsip Karena temuan kita rata

atau dengan kata lain dia merasa apa
yang disarankan oleh pengawas
merupakan  solusi dari  hasil
pemeriksaan namun yang sering
terjadi pula bahwa auditor dalam
membuat laporan hasil pengawasan
membingungkan auditi, Jadi Auditi

melampaui batas waktu yang telah
ditetapkan contohnya
menindaklanjuti  temuan  yang
sifatnya administrasi
Auditi sudah cukup terbuka
dalam memberikan informasi
yang dibutuhkan, akan ftetapi
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rata bersifat pembinaan. Bukan bersifat
sanksi. Kan kalu kita tidak ada ancaman cak
temuan BPK yang kalua tidak selesai
dilimpahk

seringkali bertanya berulang ulang
apa maksud dari laporan hasil
pemeriksaan ini. Rekomendasinya
apa, jadi mereka bingung wuntuk
menindaklanjutinya. Nah, hal seperti
ini tidak sedikit yang terjadi ee....
jadi mereka berulang ulang kali
datang  kekantor = menanyakan
bagaimana cara menindaklanjuti dari
laporan hasil pengawasan , kalau
dilihat dari secara global jumlah
beberapa hasil temuan yang tidak
ditindaklanjuti jumlahnya masih
sangat banyak. Ini salah satu cara
melihat kita bagaimana banyaknya
jumlah yang belum ditindaklanjuti
ini apakah salah satu penyebabya
karena mereka belum memahami
atau tidak bisa melaksanakan isi
saran atau rekomendasi dari laporan

terkadang yang menjadi kendala

dalam  komunikasi  selama
pelaksanaan  audit  adalah
kuarangnya ketersediaan
dokumen dokumen yang
diperlukan.  Mereka  cukup
terbuka selama pelaksanaan

audit walaupun memang masih
ada auditi yang sedikit terkesan

canggung.”

“Komunikasi lumayan lancarlah
ya... hanya saja itu tadi.. terkadang
dokumennya yang kurang lengkap

hasil pemeriksaan

NO | Pertanyaan Informan 1 Informan 3 Informan 6
Indikator Dukungan Manajemen
8 | Bagaimana Dukungan dari manajemen ee........ ada | Pada manejemen pemerintahan di

Dukungan ketidakkonsistenan, itu yang memberikan | pengawasan itu ada namanya audit

Sumber daya dari | kendala bagi inspektorat. Pertama Dukungan | berbasis resiko posisi sekarang

pemerintah anggaran, Dukungan proses rekruitmen | pamanya bukan money following

kabupaten Musi | (jumlah), itu sudah kelihatan dari situ. function tapi money following

Rawas. program.  Kemudian  pemilihan
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program prioritas kita menggunakan
proses perencanaan yang berbasis
resiko nanti supaya auditnya berbasis
resiko tidak semua pengawasan itu
dilakukan oleh Inspektorat Karena

tadi terbatas orang terbatas
anggaran
9 Bagaimana “...Kalau misalnya reviu laporan Untuk  dukungan  manajemen
dukungan keuangan sudah sangat sangat diperlukan. Mengapresiasi  sekali, inspektur
manajemen Kemudian untuk penetapan APBD laporan bersedia untuk meluangkan waktu
terhadap hasil | hasil reviu inspektorat diperlukan atau dan pikirannya untuk membahas
audit. diminta, itu hasilnya diminta, Proses kesitu hasil pemeriksaan. Jadi setiap
yang tidak konsisten, dukungan untuk Laporan  hasil  pemeriksaan
kesejahteraan tidak konsisten, dukungan biasanya akan dilaksanakan suatu
Dana, Sarana, dan SDM rapat tertutup, terutama masalah
kasus inspektur bersedia untuk
membahasnya  dengan  secara
maksimal sehingga laporan hasil
pengawasan yang akan diterbitkan
itu akan dapat memberikan solusi.
Apakah itu rekomendasi yang
diberikan, apakah itu kasus
terpecahkan masalah itu
10 | Bagaimana Dukungan Auditee........
dukungan auditi | Dari auditee secara makro dulu enggak,
terhadap hasil | enggak ada yang mau konsultasi, jalan jalan
audit sendiri sendri. Sekarang trend nya sudah

mulai bagus, misalnya kalau ada masalah
mulai konsultasi.
Dari hasil TL...... Jtu Sudah Bagus, Kita
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satu tahun kebelakang bukti kongkrit hasil
audit BPK, Itu sudah Tindak lanjut semua,
baik yang baik bersifat finansial maupun
administrasi. Saya mengaudit Audit
eksterna maupun internal mereka sudah
responsivnes. Kalu tindak lanjut itu belum
semua itu bukan faktor tidak mau akan
tetapi itu adalah proses, proses manajemen.
Itu dibuktikan agak lama sistemnya,
prosedurnya.... itu tidak semerta merta bisa
satu dua hari bisa dikerjakan, Secara umum
dari tindak lanjutnya responnya Bagus.tidak
ada yang menolak, karena Di bengkulu audit
temuan BPK pun ada yang ditolak,
pimpinan yang marah marah itu terjadi. Kita
enggak ada. Kalau adapun itu jaman dulu ya
Kalu satu dua tahun ini dari nilai saja sudah
kelihatan tinggal pemanfaatan saja

Hasilnya dimanfaatkan betul betul, tapi
dukungan kesejahteraan tidak. itu bagi saya
problem sampai kapan aparat pengawasan
itu bisa bertahan. Itu ada pengaruh dengan
efektifitas pengawasan

NO

Pertanyaan

Informan 1

Informan 8

Informan

Indikator Pengaturan Qrganisasi

11

Bagaimana SDM
di Inspektorat
Kabupaten Musi
Rawas untuk

Kalau di menejer Tim itu ada empat
IRBAN, seorang menejer minimal harus
membawahi tiga pengawas, kemudian satu
pengawas minimal tiga ketua tim, kemudian

SDM sampai dengan saat ini, Secara
Kuantitas masih banyak kurang,
Masih banyak kurang belum sesuai
dengan jumlah yang kita butuhkan.
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mendukung
keefektifan
pengawasan
intern

ketua tim minimal dua anggota tim. Jadi satu
irban itu ada satu pengendali mutu, tiga
pengawas, berarti enam anggota tim,
kemudian anggota tim 12 + 6 + 3 jadi 21 x 4
= 84, Idealnya Itu tenaga auditnya, ada juga
tenada admintraturnya satu orang jadi butuh
85 orang. Dengan kondisi sekarang auditor
16 orang sudah termasuk ketua tim.

Cakupan penugasan tidak nyampe 10% yang
harus jalan Karena gini dafiar objek
kemundian realisasi peran PKPT nya dari segi
nilai yang diawasi itu mestinya kalo 10%
dari tren 1,2 T berarti sekitar 120 miliyar
kalo 10% ternyata kita tidak nyampe 10%
pun itu Karena berbicara masalah mandatori
wajib mau tidak mau harus dikerjakan
dengan aturan hukum.

Disekretariat juga begitu sekarang kita
petakan dari jumlah output yang mau
dihasilkan, yang mandatori, kemudian tugas
tambahan, maka dibutuhkan 25 staf dibagi
untuk tiga sub bagian. Kondisi sekarang
baru delapan orang.

Kompetensi untuk menjadi auditor ketua tim
misalnya harus di bekali substansi diklat
contohnya seorang ketua tim harus didiklat
proses pengadaan barang dan jasa,
keuangan, perpajakan, system teknologi
informasi (TI), dan manajeman resiko
terakhir audit investigasi, minimal untuk

Namun secara administrasi
kekurangan tersebut sudah kita
mintakan kepada pimpinan daerah,
untuk melengkapi baik secara
eksternal ataupun internal yang
sudah dikabupaten Musi Rawas
mutasi masuk ke inspektorat. Itu
secara kuantitas

Secara kualitas SDM yang kita bagi
dua golongan, yang pertama untuk
SDM  pengawasan itu untuk
meningkatkan kompetensi sudah
ada, beberapa jenis diklat yang
sudah kita kirimkan sesuai dengan
kebutuhan yang paling mendasar
secara organisasi. Namun masih
tetap kita pacu untuk mendiklatkan
mereka supaya untuk mengikuti
perkembangan dengan apa yang
seharusnya seorang auditor bisa
mengawal pembangunan  sesuai
dengan yang diharapkan. Jadi tetap
komitmen pimpinan untuk
menyediakan  anggaran = untuk
peningkatkan kompetensi masing
masing petugas pemeriksa baik
auditor maupun jabatan fungsional
P2UPD. Jadi untuk sementara bagi
yang sudah dikiat memang lebih
efektif untuk melakukan pengawalan
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ketua tim keuangan dibagi 2 keuangan
pemerintah pusat dan daerah, perpajakan
juga dibagi 2 pusat dan daerah

ataupun pengawasan Karena mereka
memang sudah dibekali sesuai
dengan jenis kebutuhan sesuai
dengan apa yang menjadi harapan
dari tujuan institusi kita.

Beberapa keluhan dari auditor intem
inspektorat yang bersifat normal,
seperti minta untuk didiklatkan atau
dididik sesuai dengan kebutuhan
bidang dan tupoksinya untuk
menjalankan tugas tersebut. Namun
itu harus tetap antri, antri dalam
artian secara kebutuhan yang skala
prioritasnya  penting itu  kita
dahulukan namun untuk yang
mereka angpap sangat  penting
namun keterbatasan ada pada kita,
tetap kita tu

NO

Pertanyaan

Informan 1

Informan 3

Informan

12

Bagaimana
Ketersediaan dana
pengawasan
intern pemerintah
kabupaten = musi
rawas.

Contoh secara simpel inputnya minimal
outputnya maksimal, bagus, itu efisiensi
besar besaran tetapi sejauh mana efisiensi
jtu. Kalu misalnya kalau faktor faktor
infutnya SDM, Minimal pemenuhan
kebutuhan SDM kesejahteraan SDM nya
harus dipenu

Untuk perencanaan pengendalian
produknyakan PKPT, disetiap pelaksnaan

Perencanaan anggaran itu masalah
penting, harus lebih mendapatkan
perhatian dari pimpinan dan
pemerintah Daerah, bukan hanya
masalah pgaji dan biaya Kkantor
lainnya, akan tetapi biaya yang lebih
penting dan perlu direncanakan
dengan baik adalah biaya untuk
pengawasan
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pengawasan acuannya PKPT, di PKPT ada
ngak dikendalikan disana Nomor PKPT,
jenis pemeriksaannya apa, kapan jadwalnya,
berapa anggaranya, berapa timnya melalui
PKPT bagaimana diluar PKPT itu ada
mekanisme harus persetujuan pimpinan jadi

Dari trend dengan cakupan yang
besar dukungan nya sudah oke tetapi
tidak mencukupi. Kendala di
inspektorat satu dalam menentukan
anggaran, dua dalam proses
rekruitmen jumlah SDM tidak ada

tidak bisa diputuskan diperencanaan | kewenangan. Kendalanya yang
kemudian pengendalian secara kantor oleh | berubah ubah tidak konsisten
kasubbag perencanaan untuk penugasan
pemeriksaan nanti laporan juga harus kesana
diolah kemudian informasi hasil
pengawasan masuk ke irban sebagai bahan
evaluasi masing-masing, itu  belum
maksimal
NO | Pertanyaan Informan 8 Informan 6 Informan
13 | Bagaimana Sampai dengan saat ini sarana dan prasarana | Kami agak sedikit terhambat jika
Sarana dan | kalau dibilang sangat cukup itu masih jauh, | akan kelapangan kedaerah daerah
prasarana tetapi untuk menjalankan tugas sebagaimana | yang sulit dijangkau. Sedangkan
pendukung tugas dan fungsinya ya.... sudah memadai. | ketersediaan kendaraan roda empat
pelaksanaan Paling yang belum untuk mobilitas | yang dapat menjangkau daerah yang
pengawasan kendaraan ataupun angkutan yang belum | sulit tersebut belum tersedia,
memadai, karena mereka banyak kelapangan | angkutan umumpun tidak bisa

dan dilapangan kan bapak sudah tau dengan
kondisi daerah kita disamping jauh dengan
disana sini masih banyak jalan yang harus
ditempuh dengan kendaraan yang lebih
memadi namun fasilitas kita belum dan
angkutan umumpun tidak memadai jadi
terpaksa memang secara jadwalnya harus
diatur sesuai betul dengan kondisi kendaraan

diandalkan
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yang ada

Namun dari sarana dan prasarana lain yang
ada dikantor itu sudah cukup memadai, baik
dari segi kelengkapan kerja, ya... semuanya
sudah tercukupi ataupun sudah memadai

NO | Pertanyaan Informan 1 Informan 6 Informan 4

14 | Bagaiman Kebijakan dan prosedur yang sudah dimiliki SOP yang ada  didalam | Dari hasil pantauan saya sendiri
kebijakn dan | oleh inspektorat sudah ada dan cukup baik. inspektorat Sudah sangat | secara  pribadi, tim  tidak
prosedur dalam | Dan kalau prosedur dikerjakan Sudah mendukung sekali dalam | menjalankan  prosedur.  Tidak
pelaksanaan efektif. Tapi...Prosedur belum dikerjakan. program pengawasan. Mulai dari | menjalankan prosedur yang akan
pengawasan “Prosedur pelaksansan audit sudah cukup. penyusunan surat tugas sampai | dilaksanakan sehingga kami tidak
internal Misalnya Prosedur penyusunan program dengan penyusunan laporann itu | tahu apa yang akan diperiksa.

kerja, dari sekian banyak prosedur yang
harus ada, peta pengawasan dan ini masuk
program kerja prosedur dalam rangka
objeknya sendiri, Kembali lagi yang
melaksanakan prosedur, kembali lagi
dukungan dari anggaran. Prosedur itu harus
dikerjakan prosedur audit pedomannya ini
bisa dilaksanakan kalu ada dukungan bukan
prosedur yang tidak ada

sudah diatuar didalam SOP. Pada
pelaksanaannya tidak sesuai dari
apa yang sudah tertulis dalam
SOP, dalam  pelaksanaanya
kembali lagi kepada personil
yang memang selaku
pelaksananya tidak
melaksanakan SOP.  Urutan
urutan kegiatan dalam SQP itu
tidak terpenuhi beberapa proses
seringkali dilewati dalam rangka
melaksanakan tugas pengawasan
tersebut. Misalnya dalam
penerbitan Surat Tugas itu harus
diverifikasi dulu oleh Ka Sub
Bag Perencanaan. Nah dalam
penyusunan Surat Tugas ini
biasanya Auditor tidak melalui

Kemudian pemeriksaan seakan
akan tergesa gesa, tidak memenuhi
jadwal, ahh..... Tidak mematuhi
jadwal  maksudnya  bukannya
memenuhi jadwal maksudnya. Ya..
jadi akibatnya apa... ya itu tadi
yang saya bilang tergesa gesa.
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Ka Sub Bag Perencanaan lagi.
Mereka langsung menyusun dan
menaikkan surat tugas langsung
kepda Inspektur tanpa verifikasi
dari Ka Sub Bag Perencanaan.
Nah ini adalah salah satu contoh
Prosedur yang sering dilewati
oleh pemeriksa.

NO | Pertanyaan Informan 6 Informan 7 Informan 2
Indikator Sifat Auditn
15 | Bagaimana Sifat | Selama pemeriksaan auditi sudah cukup Kerjasama dengan auditi dalam | Sikap Auditi Rata rata bisa

dan  kerjasama
auditi selama
proses
pelaksanaan
pengawasan

terbuka dan memberikan akses penuh
terhadap dokumen dokumen yang akan
diperiksa, hanya saja yang sering menjadi
kendala adalah ketersediaan dokumen yang
terkadang masih belum tersedia, contohnya
pada pemeriksaan stock obat dipuskesmas,
bagaimana mau dicross cek kalua pencatatan
kartu stock belum lengkap.

Albhamdulillah para auditi  bersikap
menerima dan bisa bekerjasama selama
proses audit. Sebenarnya sikap dari para
auditi ini tergantung dari sikap kita para
auditor, kalau kita datang dengan baik baik
dalam arti kata tidak terlalu merasa sebagai
orang yang akan mengaudit atau petantang
petenteng, mereka juga akan menerima kita
dengan nyaman tanpa ada rasa canggung,

rangka ketersediaan bahan atau
dokumen dokumen yang
mendukung audit, saya rasa
selama ini sudah cukup lumayan
ya. Apa yang kita minta mereka
bersedia untuk menyediakannya,
hanya saja terkadang agak lambat
saja dan terkadang juga itu...
Dokumennya itu kurang lengkap,
kadang masih dicari cari dulu.
Atau malah terkadang tidak
ditemukan atau tidak tersedia.”
“Ada beberapa auditi yang kurang
merespon dalam hal menyajikan
dokumen dokumen yang diperlukan
oleh auditor. Entah itu memang
dokumennya yang tidak ada ataupun

kerjasama, cuman ada yang kalau
ketika kasus ada yang tertutup
harus kita gali dulu. Kalo kita
evaluasi  kerjasamanya  sudah
bagus. Sikap auditi kadang kadang
kito minta data kita minta hari ini,
mereka tidak siap, harus nunggu
beso
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Sebaliknya mereka akan canggung dan
sedikit takut jika sikap kita kepada mereka
seperti Sok serba tau dan serba menguasai.”

auditi seolah olah mengulur ngulur
waktu walaupun pada akhirnya
dokumen yang diminta tetap
disajikan.
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Keterangan Informan

Informan  : Sekretaris Inspektorat

Informan2  : Inspektur Bantu

Informan 3  : Staf Bagian Perencanaan Inspektorat
Informan4  : Direktur Rs Dr. Sobirin (Auditi)

Informan 5  : Ka Sub Bag Keuangan Kantor Pol PP (Auditi)
Informan 6  : Auditor 1

Informan 7  : Auditor 2

Informan 8  : Ka Sub bag Kepegawaian Inspektorat
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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DANPENmDﬂ(ANTMGGI

—— UNIVERSITAS TERBUKA
b _E Unit Program Beélajar-Jarak Jauh (UPBIJ.UT) Pl!emhang
- 31, Sultan Muhamsiad Mansyur, Kee, Iir Barst I, Bukit Lama, Palembang 30139
UNIVERSITAS TERBUKA Telepon: 0711443993, 443994, Faksimile: 0711-443992:
E-maﬂ. ut-palembang@utacid
Nomor: 24 /UN31.28/LL/2017 20 Maret 2017
Lanip. : -

Hal.  :Permohonan Izin Pengumpulan Data. Penelitian

Yth, - K_‘ep_;llai Badan Kesatian Bangsa dan
. Politik Kabupaten Musi Rawas

Sehubungm dengan rencana kegiatan. persiapan penyusunan Tugas Akhir_ ngram Magister
'(TAPM)' mahasiswa Program- Magister.Iimu Administrasi Bidang" Mitiat ‘Administrasi Publik
(MAP) UPBJ_J -UT Palembang Pokjar Kota Lubiklinggau, kami sampa.lakan bahwa mahasmwa

Catas nama. -
Nama i Supnadl
CONIMC 1500633399 DS
J udul ' :Keefektifan Tnspektorat Da]am Pélaksanaan Pengawasan Intemal Di. Pemenntahr IR

: Kabupatcn Musi Rawas .
: Pembunbmg Proﬁ Dr. Chamf Murchalis, M.Si-

: B aksud akan melakukan survey atau pengumpulan data penehtlan sesum denglm Judul
TAPM tersebut,

- Seh“blmgﬂﬂ dengan bal_tersebut, kami molion. ‘antuan- dan pe:kenann ari - Kepala Badan, -
_ “KesatuanBangsa: dan - Politik. Kabupatei Musi. ‘Rawas untik’ dapat mengxzmkan mahas m
- “tersebut unmkmengadak.an psngu:mpulan data ) - : o

- Demi fdn permuhonan kami sampa.lkan kuanya untuk dapal dlproses leblh Ianjut. Atas -
;'jpethahan ankeqasamanya,mucapkan !enmakasxh .

- Tembusan. _7 L
l PemhantuRektorIdanﬂI
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PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JI. Lintas Sumatera Komplek Perkantoran Pernkab. Mura Muara Beliti Provinsi Sumatera Selatan

Telp.0733-4540003 Fax.0733- 4540002 Kode Pos 31661

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY

Nomor : 070/04s /BKBP/2017

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politk Kabupaten Musi Rawas :

Dasar

Menimbang

-

1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun
2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian/Survei,

Peraturan Dagcrab Kabupaten Musi Rawas Nomor 05 Tahun 2013
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Musi Rawas;

Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 16 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Musi Rawas;

Surat a.n Kepala Universitas Terbuka Unit Program Belajar Jarak Jauh
(UPBJJ-UT) Palembang Nomor : 834/UN31.28/LL/2017 tanggal
20 Maret 2017.

Hal : Izin Penelitian,

Memberikan rekomendasi penelitian / survei kepada :
: SUPRIADI
: 1673072111750001 / JL. Kutilang No.101 RT..01 Kelurahan Marga

a. N a m a/Objek
b. Jabatan/Tempat/Identitas

c. Tempat Penelitian
d. Lama Penelitian
e. Anggota Tim Penelitian

f. Bidang Penelitian
g. Status Penelitian

h. Judul Proposal

Mulya Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau .

: Inspektorat Kabupaten Musi Rawas.
1 12 April 2017 s/d 12 Mei 2017

: Administrasi Publik .

: Baru.

. Keefektifan Inspektorat Dalam Melaksanakan Pengawasan Internal Di

Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas.
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Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut

1. Rekomendasi ini hanya bagi kegiatan mencari data atau bahan Penelitian / Survei.

2. Mentaati ketentuan yang berlaku.

3. Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama kegiatan berlangsung,

4, Memperhatikan adat istiadat setempat.

5. Rekomendasi berlaku selama 3 (tiga) Bulan.

6. Penelitian wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Musi Rawas selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian
dilaksanakan,

7. Perpanjangan Rekomendasian penelitian dilaksanakan dengan mengajukan surat perpanjangan
dengan menyerakan !aporan hasil kegiatan penelitian yang sudah dilakukan.

8. Penelitian yang memakai wakiu lebih dari 6 (enam) bulan peneliti wajib mengajukan

perpanjangan
Rekomendasi.

Demikian Rekmendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Muara Betiti
Pada tanggal, 11 April 2017
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